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ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Perkembangan teknologi Informasi yang sangat cepat berdampak pada
tuntutan pelayanan informasi publik yang lebih optimal. Sehingga lembaga
publik juga dituntut untuk melaksanakan ketentuan sesuai yang di amahkan
undang-undang keterbukaan informasi publik. Dalam pelayanan publik sangat
dibutuhkan tanggapan atau pelayanan yang cepat sehingga dalam pelayanan
tidak menimbulkan adanya sengketa keterbukaan informasi publik yang
diajukan oleh pemohon informasi ke Komisi Informasi Publik. Karena adanya
pengajuan sengketa tentu saja Komisi Informasi Publik akan menyelesaikan
melalui ajudikasi. Untuk itu standar operasional proedur dalam permintaan
informasi pada lembaga publik atau penyedia informasi harus dilaksanakan
dengan baik.

Perumusan masalahnya adalah cara penyelesaikan sengketa serta
mengetahui kendala dan solusi penyelesaian sengketa keterbukaan informasi
publik melalui ajudikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pendekatan Penelitian adalah yuridis normatif, dalam mengadakan
pendekatan serta prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku
untuk meninjau, melihat serta menanalisa permasalahan yang menjadi objek
penelitian, serta dalam pendekatan juga melihat kenyataan yang ada dalam
prakteknya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Dalam
penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan oleh tiga orang komisioner
dalam sidang terbuka dan keputusannya disampaikan kepada para pihak yang
bersengketa, 2) Kendala dalam penyelesaian sengketa informasi melalui
ajudikasi adalah diperlukan waktu yang lama dalam menghadirkan pemohon
dan termohon sehingga solusinya adalah komisi informasi diberi wewenang
dalam eksekusi agar prosesnya lebih efektif.

Kata kunci : Sengketa, Keterbukaan Informasi Publik, Ajudikasi
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ABSTRACT

Settlement of Public Information Disclosure Disputes Through
Adjudication in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information
Openness

The rapid development of information technology has an impact on the
demands of more optimal public information services. So that public institutions
are also required to implement the appropriate provisions adopted by the public
information disclosure law. In public service, a response or service that is
urgently needed is needed so that the service does not cause a dispute over
public information disclosure submitted by the information applicant to the
Public Information Commission. Due to the submission of a dispute, of course,
the Public Information Commission will complete through adjudication. For this
reason, the standard operating procedures in requesting information from
public institutions or information providers must be carried out properly.

The formulation of the problem is the method of resolving disputes as well
as knowing the obstacles and solutions to dispute resolution of public
information disclosure through adjudication in accordance with Law Number 14
of 2008 concerning Public Information Openness.

The Research Approach is normative juridical, in carrying out
approaches and principles and regulations that are still valid to review, see and
analyze the problems that are the object of research, and in the approach also
see the reality that exists in practice.

Based on the results of the study it can be concluded that: 1) In
resolving disputes through adjudication carried out by three commissioners in
an open session and their decisions delivered to the parties to the dispute, 2)
The obstacle in resolving information disputes through adjudication is that it
takes a long time to present the applicant and the respondent so that the
solution is the information commission is authorized to execute so that the
process is more effective.

Keywords : Disputes, Public Information Openness, Adjudication
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum pemerintahan dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang
untuk mengembangkan kepribadian di lingkungan soasialnya
sehingga hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia yang wajib untuk dilindungi oleh Pemerintah. Sesuai yang
di amanahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosilanya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam doktrin welfare state atau negara kesejahteraan bahwa
tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh
pasif tetapi harus berperan aktif dalam kegiatan masyarakat
sehingga kesejahteraan bagi semua rakyatnya tetap terjamin,

dengan demikian pemerintah harus memberi perlindungan bagi



warga negara bukan hanya dibidang politik, tetapi juga dalam bidang
sosial ekonomi, sehingga kesewenang-wenangan dari golongan
tertentu harus dicegah oleh pemerintah, oleh sebab itu tugas
pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan
umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat.!

Proses semangat reformasi yang terjadi di Indonesia
melahirkan perubahan paradigma dalam perubahan politik dan
ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kedalam
sistem demokratis,? sehingga terjadi perkembangan dan pola pikir
yang menyeluruh. Konsepsi Trias Politica saat ini dirasa sudah tidak
relevan lagi dalam pelaksanaan demokrasi, karena mengingat tidak
mungkin lagi mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya
berurusan secara eksekutif dengan salah satu dari ketiga fungsi dari
kekuasaan tersebut. Sehingga kenyataan dewasa ini menunjukkan
hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling
bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling
mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and

balances. 2

1 SF. Marbun dan Muh Mahfud MD, PokokPokok Hukum Administrasi Negara,
Liberty, Yogyakarta : 1987, him. 45.

2 Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode
Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal llmu Hukum Fakultas Hukum Riau Vol 1, No 02,
Pekanbaru : 2011, him. 3.

3 Asshiddigie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
him. Vii.



Manusia dan hukum yang berkeadilan, serta tata
pemerintahan yang baik atau good governances, pemerintahan yang
bersih atau clean goverments dan bertanggung jawab (baik dalam
skala nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan
yang diharuskan memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide
mengenai hak asasi manusia dan demokrasi.* Dengan demikian
pengelolaan Pemerintahan yang baik, mensyaratkan bahwa
Pemerintah harus terbuka serta kebebasan memperoleh informasi
untuk menjadi salah satu pokoknya. Pemerintahan yang terbuka
mensyaratkan adanya lima jaminan; pertama, hak untuk memantau
segala perilaku pejabat publik dalam menjalankan perannya; kedua,
hak untuk memperoleh informasi; ketiga, hak untuk terlibat dan
berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik;
keempat, kebebasan berekspresi; kelima, hak untuk mengajukan
keberatan terhadap penolakan atas keempat tersebut diatas.

Walaupun sudah ada paradigma perubahan
penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola keterbukaan
informasi publik, namun dalam tataran empiris pelayanan publik juga
masih mengalami hal yang mendasar vyaitu masih adanya
ketertutupan dan bahkan informasi tata kelola keterbukaan juga

masih sedikit memberikan informasi yang berkaitan dengan

4 Firmansyah Arifin et al, Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar
Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan
Makhkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
(KRHN), Jakarta : 2005, him.1.



kebijakan-kebijakan publik. Yang menjadi permasalahan adalah
informasi tidak disampaikan secara jelas sehingga objek informasi
tersebut menjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi muncul ketika badan publik dan
pengguna informasi berkaitan dengan hak-hak memperoleh
informasi dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-
undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
Sehingga pada tanggal 30 April 2008 merupakan hari bersejarah
bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena pada hari itu
diterimanya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik. Dan sebagai pelaksanaan dibuatnya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi  publik maka dibentuklah sebuah Lembaga Negara
penunjang (state auxiliary organs) yaitu Komisi Informasi yang
merupakan Lembaga Independen yang bertugas menjalankan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan
petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan
pelaksanaanya serta menyelesaikan sengketa informasi publik
melalui mediasi atau ajudikasi non litigasi.

Komisi Informasi terbentuk pertama kali pada tahun 2009
(Pusat) yang ditandai dengan adanya Pengangkatan Anggota
Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 melalui
Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009. Kemudian sampai

dengan saat ini ada 27 Komisi Informasi Provinsi, 3 Komisi Informasi



Kabupaten dan 1 Komisi Informasi Kota yang telah terbentuk. Walau
demikian masih banyak yang harus ditingkatkan terkait dengan
kelembagaan dan kesekretariatan Komisi Informasi. Karena berbeda
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum,
Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, walaupun
dasar pembentukannya sama yaitu Undang-undang namun struktur
kesekretariatan keempat tersebut sudah lebih jelas pola tata kerja
dan pertanggungjawabannya.

Masalah ajudikasi masih menyimpan permasalahan karena
apabila dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan
Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti
penerimaan, dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan
keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum
tetap. Putusan ajudikasi Komisi Informasi merupakan objek Tata
Usaha Negara sesuai pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008.

Maka putusan komisi informasi itu bisa dibanding dan digugat
oleh para pihak dan eksekusinya tetap berada di pihak peradilan
umum dalam hal ini ketua pengadilan sementara untuk delik aduan
pidana pada pihak kepolisian, dengan mekanisme seperti itu tidak
menggambarkan bahwa putusan komisi informasi itu lemah dan
rawan di intervensi. Sehingga putusan Komisi Informasi bisa

dibatalkan apabila Majelis Komisioner tidak cermat.



Melalui adanya Komisi Informasi Publik dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia maka penulis tertarik mengambil judul
tesis tentang “PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK”.

. Perumusan Masalah
. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik
Melalui Ajudikasi Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
. Bagaimana Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa
Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Kajian
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik?
. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas
maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
. Untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa keterbukaan
informasi publik melalui ajudikasi sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
. Untuk mengetahui kendala dan solusi penyelesaian sengketa
keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi dalam kajian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik.



D. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya tulis ilmiah yang
dapat ditelaah, dikaji dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka
mengembangkan dan memeperluas ilmu pengetahuan pada bidang
hukum pada umumnya, dan memberikan masukan dalam praktik
peradilan perdata untuk masyarakat luas di Indonesia tentang
mediasi dalam sengketa keterbukaan informasi publik berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan dapat memberikan
tambahan pengetahuan dan menjadi solusi para penggugat dan para
penegak hukum mengenai penerapan mediasi didalam sengketa
informasi publik
E. Kerangka Pemikiran
1. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang
berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul
penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan
penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam
rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang
dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dan tujuan

penelitian.



Konsep-konsep dasar menjadi dasar dan diterjemahkan
kedalam upaya pencarian data dan bahan-bahan hukum yang
dibutuhkan oleh peneliti . Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh
setelah peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang
menyangkut permasalahan dan tujuan penelitiannya.

Pengertian konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili
kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi dengan pemikiran
merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat
dikemukakan bahwa kerangka konseptual mengenai masalah yang
akan diteliti. Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan teoritis

dari hasil yang akan dicapai dari suatu penelitian.



Bagan 1

Kerangka Konseptual

PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DAS SOLLEN

MELALUI AJUDIKASI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN

DAS SEIN

N 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

~_=

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Sesuai Dengan

Rumusan Masalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

2. Bagaimana Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui
Litigasi Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

.

Metode Penelitian Yuridis Normatif

.

Kesimpulan dan Saran

.

A

Kerangka Teoritik

Hasil Penelitian <

3. Kerangka Teoretik

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan hasil pengambilan keputusan yang

mengandung kebenaran, tidak  memihak

dipertanggungjawabkan dan memperlakukan

dan dapat

manusia

berkedudukan yang sama di muka hukum. Oleh karena itu untuk
mewujudkan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat
intenasional ditunjukkan oleh segala sikap yang tidak memihak salah
satu orang saja melainkan keadilan lebih didasarkan pada norma-

norma baik agama maupun hukum.



John Rawis dalam bukunya a theory of justice menjelaskan teori
keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality
ofopportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial
dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi
mereka yang paling kurang beruntung.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan
terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan
Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat
yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan
kehilangan harga dir, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan
bersama akan lenyap situasi ketidaksamaan harus diberikanaturan yang
sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang
paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi
ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang
paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga
dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi
golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan dilkkat pada jabatan-
jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua
orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman
ini maka semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan
perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

John Rawis menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan
yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip

keadilan,yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama
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atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang
sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan
sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang
bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik
mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak
beruntung.
b. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian
hukum dan kemanfaatan hukum, sedangkan kaum funsionalis
mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat
dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex,
summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai
kecuali keadilan yang menolongnya, dengan demikian kendatipun
keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi
tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.®

Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum
membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan,
dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

5 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum ,
Lekssbang Presindo, Yogyakarta, 2010, him.59.
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bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.®

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-
dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia
hukum, yag cenderung melihat hukum sebagai sesuatu, yang
otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, tujuan
hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian
hukum. Kepastian itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang
hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat
umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak
bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan
semata-mata untuk kepastian.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan
diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode
metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian sendiri
adalah suatu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi
sasaran ilmu yang bersangkutan, yang dilakukan secara sistematis
dan teliti dengan tujuan mendapatkan pengetahuan yang telah ada
dimana didalam bertindak itu dengan sikap yang kritis dan
mempergunakan prosedur yang lengkap. Metode yang digunakan

oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

6 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999, him.23.
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1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini
menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dititik
beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data
sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Metode pendekatan yang digunakan dengan
mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada
peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan
yang satu dengan yang lainya serta kaitannya dengan
penerapannya dalam praktek.

Tahapan pertama penelitan hukum dengan
menggunakan yuridis normatif adalah penelitian yang
ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum)
yaitu dengan mengadakan penelitian tentang masalah
hukum. Tahapan kedua adalah penelitian yang ditujukan
untuk mendpatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Ada beberapa macam pendekatan yang digunakan
dalam metode pendekatan yang digunakan dalam metode
penddekatan yuridis normatif, yaitu :

1. Pendekatan Undang-undang (statue approach);
2. Pendekatan Kasus (case approach);

3. Pendekatan Historis (historical approach);

4. Pendekatan Komparatif (comparative approach);

5. Pendekatan Konseptual (conseptual approach).
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Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam
penelitian ini lebih ditujukan kepada pendekatan undang-
undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait isu
hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan kasus
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam
penelitian ini.’

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskritif
analitis, deskritif analitis adalah metode pengumpulan data
dan fakta melalui interprestasi yang tepat. Penelitian ini
menggambarkan permasalahan tentang kemandirian Komisi
Informasi Publik menyelesaikan sengketa keterbukaan
informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun yang disebut metode deskriptif analitis
menurut para ahli adalah metode yang bertujuan

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek

7 Ibid. HIm.94.
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penelitian yang di teliti melalui sampel atau data yang telah
terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.®

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam
melakukan metode deskriptif analitis adalah?® :

1. Merumuskan tujuan penelitian;

2. Menentukan unit studi dan menghubungkan hal yang akan
dikaji berdasarkan yang dimiliki dan proses yang menjadi
landasan penelitian;

3. Menentukan rancangan dalam memilih unit dan teknik
pengumpulan data;

4. Mengumpulkan data;

5. Mengorganisasikan informasi, data yang terkumpul, serta
melakukan interpretasi dan generalisasi;

6. Menyusun laporan yang di akhiri dengan menyimpulkan
hasil penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan masalah yang
harus diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk
memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat
dipertanggungjawabkan. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder.

8 Soegiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :

Alfabeta.
9 1bid.

15



Data sekunder adalah merupakan data yang sudah
tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan
saja. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi
perpustakaan yaitu dengan cara mempelajari literatur,
peraturan perundang-undangan, maupun bahan pustaka
lainnya, terutama yang berkaitan dengan reposisi sanksi
perdata terhadap penyelesaian sengketa keterbukaan
informasi publik melalui ajudikasi dalam undang-undang
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut
kekuatan mengikatnya), dapat dibedakan pula, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer
1. Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

b. Bahan hukum Sekunder : Buku-buku dan literatur yang
mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan
penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan primer dan yang
berisi pendapat para ahli hukum dan teori-teori tentang
reposisi sanksi perdata terhadap penyelesaian sengketa
keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi dalam
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan

informasi publik.
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang
memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,
majalah, dan jurnal ilmiah, surat kabar, artikel bebas dari
internet, dan majalah mingguan kamus dan sebagainya.

3. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
data kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara
sistematik dan akurat mengenai fakta tentang populasi kasus
tertentu.' Data di analisis isinya dengan menggunakan asas-
asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-
undangan yang ada, yang kemudian disusun dalam bentuk
laporan.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penulisan hukum (tesis) ini
terdiri dari 4 (empat) bab, dan dalam bab-bab tersebut terdapat
beberapa sub-bab sebagaimana tersusun sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan
metode pelaksanaan kegiatan serta menguraikan tentang fakta

hukum terhadap penyelesaian sengketa keterbukaan informasi

10 Suharsimi Arikunto, Analisa Data Dalam Penelitian. (Surabaya : Rineka Cipta,
2006), halaman 21.
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publik melalui ajudikasi dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik serta merumuskan tentang
pokok permasalahan yang mungkin timbul disertai dengan tujuan
dan manfaat dari penelitian ini.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang Definisi Sengketa Keterbukaan Informasi Publik,
Definisi Komisi Informasi Publik, Definisi pertanggungjawaban
organisasi, Hukum Keterbukaan Infomasi Publik.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang pembahasan dan menganalisis tentang Penyelesaian
Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Sesuai
Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta Kendala Dan Solusi Atas
Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui
Ajudikasi Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mengetahui
problematika dan solusinya didasarkan pada teori-teori dan fakta-

fakta hukum yang ada.

BAB IV PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dari usulan penelitian tesisi ini dan segala
pembahasan tentang penulisan hukum yang dikaji dan sebagai

jawaban atas identifikasi masalah serta memuat mengenai saran.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa
Sengketa tidak lepas dari suatu konflik, dimana ada sengketa
pasti disitu ada konflik dan begitu banyak konflik dalam kehidupan
sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan
berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak
lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk
mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan

bagaimana penyelesaiannya.!!

Pengertian sengketa dalam kamus besar Bahasa Indonesia
berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau
organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Dengan
seperti itu Winardi mengemukakan :

“Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu

atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau

kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang
menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.”

11 http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html| (diakses tanggal 28
Januari 2019)
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Menurut Ali Achmad berpendapat :*> Sengketa adalah
pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi
yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa
sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih
yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat
diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak
lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya
menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan
metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu
yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak
mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai
model penyelesaian sengketa (dispute resolution). Berbagai model
penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan
acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asal hal itu
membawa keadilan dan kemaslahatan.

Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk
penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada

bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan,

12 Ali. Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan Il Penyelesaian Sengketa Hak
Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah,
(Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hal 14.
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perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan
yang menjadi tujuan utama, para pihak cenderung berupaya
mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun
melalui cara-cara melawan hukum. Akibatnya, apabila salah satu
pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara
pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah
menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk
penyelesaian yang berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi
pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih
mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang
muncul di antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada
pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan.

Upaya manusia untuk menemukan cara-cara penyelesaian
yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat
bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu
(terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai
kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses
pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek
negatif dari lembaga pengadilan, maka pada permulaan tahun 1970-
an mulailah muncul suatu pergerakan dikalangan pengamat hukum
dan akademisi Amerika Serikat untuk mulai memperhatikan bentuk-

bentuk penyelesaian sengketa.
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Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan
sengketa melalui proses bersengketa (disputing process), sebagai
berikut:3

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada
keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu
kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan
alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu.
Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata
atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan
haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salabh;

2. Tahap Konflik (conflict), ditandai dengan keadaan dimana
pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan
konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar
haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya
tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar
mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;

3. Tahap Sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik
mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu
dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi
bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan
perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang

memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan

Bhttp://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dan-
sengketa.html (diakses tanggal 28 Januari 2019).
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aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai
tuntutan yang diinginkan.
2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif
Beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan
sengketa, diantaranya adalah :

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan
dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari
konsultasi. Jika melihat pada Black’s law dictionary dapat diketahui
bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (consultation) adalah “act
of consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer.
Deliberation of persons on some subject”.!4

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa
pada prinsipnya konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat
“personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut “klien” dengan
pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan
pendapatnya Kklien tersebut untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang
menyatakan sifat “keterikatan” atau “ kewajiban” untuk memenubhi
dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.
Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan

yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian

14 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase),
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal 28-29.
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tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan
pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini
berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif
penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan
perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali,
konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana
diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai
sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun
ada kalahnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk
merumuskan bentukbentuk penyelesaian sengketa yang
dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.
2. Negosiasi

Dengan negosiasi dimaksudkan proses tawar menawar atau
pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap
masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi
dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya
belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal
tersebut. Negosiasi dilakukan oleh negosiator mulai dari negosiasi
yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para
pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan

negosiator khusus atau memakai lawyer sebagai negosiator”.*®

15 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisniss,
(Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), hal 42.
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Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa negosiasi
merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai
suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kesepakatan di antara
para pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi, yaitu cara untuk
mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah)
secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang
hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak
sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu
pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi
dilakukan karena dua alasan, yaitu:

a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya
sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan
pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini
tidak terjadi sengketa); dan

b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di
antara para pihak.

Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud

Margono, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu:'®

a. Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal
pertama yang dipersiapkan adalah apa yang
dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu

kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain.

16 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,
(Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000), hal. 5
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Tahap ini sering diistilahkan know your self. Dalam tahap
persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila
alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut
BATNA (best alternative to a negotiated agreement);

b. Tahap Tawaran Awal (Opening Gambit), dalam tahap ini
biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal
yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih
dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama
menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak siap (ill
prepared), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut
mempengaruhi persepsi tentang reservation price dari perunding
lawan.

c. Tahap Pemberian Konsesi (The Negotiated Dance), konsesi
yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi
dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap
ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi
tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.

d. Tahap Akhir (End Play), Tahap akhir permainan adalah
pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah
dinyatakan sebelumnya.

Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu negosiasi
dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang

bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:
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a. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan
kesadaran penuh (willingness);

b. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (preparedness);

c. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (authoritative);

d. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat
menciptakan saling ketergantungan (relative equal bargaining
power);

e. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah

3. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan
sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk
memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan
netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk
membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa
tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga
yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan
mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk
member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya
berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para
pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan

integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat
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mengefektitkan proses negosiasi di antara para pihak yang
bersengketa.’

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya
penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang
netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan,
yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai
penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi
sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut
sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang
berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.
Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya
menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian
sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai
lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja.

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya
penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang
netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan,
yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai
penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi
sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut
sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang

berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

17 Munir Fuady, Op.Cit, hal. 47.
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Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya
menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian
sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai
lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan
istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau
bahkan arbitrase.
Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud
Margono mediasi yaitu :
‘facilitated negotiation. It process by which a neutral
third party, the mediator, assist disputing parties in
reaching a mutually satisfaction solution”18
Artinya : “negosiasi yang difasilitasi. Ini proses dimana pihak
ketiga yang netral, mediator, membantu pihak yang berselisih
dalam mencapai solusi yang saling memuaskan”
Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan

bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai

berikut:

1. Mediasi adaalah suatu proses penyelesaian sengketa
berdasarkan perundingan:

2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang
bersengketa di dalam perundingan;

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa

untuk mencari penyelesaian;

18 Suyud Margono, Op. Cit, hal. 59.
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4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan

selama perundingan berlangsung;

Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian
sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :
a. Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian atas

sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan
dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

b. Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang
forward looking dan bukan backward looking, yang hendak
dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum
yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah.
“The goal is not truth finding or law imposing, but problem
solving”

Sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu
juga dijadikan acuan mempertimbangkan penyelesaian sengketa

melalui mediasi adalah :

a. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya
komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang
bersengketa

b. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar,
memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi

dasar/pertimbangan pihak yang lain.
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c. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat
mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu
dengan yang lain.

d. Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing,
dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari
pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang
dapat diterima para pihak.

Ada beberapa sengketa yang dapat diselesaikan melalui
mediasi, antara lain:

1. Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai
cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (Out
of court Settlement) untuk sengketa perdata yang timbul
diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan
demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan
(termasuk yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/5/ Tahun 2006 dapat diajukan dan untuk
diselesaikan melalui Lembaga Mediasi Perbankan.

2. Jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya
menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa
pidana dan mungkin juga sengketa tata usaha negara, tetap
merupakan cakupan dari lembaga mediasi yakni sengketa-
sengketa dibidang perdata. Namun demikian, dalam praktek
sering kali para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa

perdata yang disepakati dengan musyawarah mufakat
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(melalui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian
perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak tidak
dapat dibenarkan membuat perjanjian perdamaian bagi
perkara pidana mereka dapat menggunakan perjanjian
perdamaian atas sengketa perdata mereka sebagai dasar
untuk dengan iktikad baik sepakat tidak melanjutkan
perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau
mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana
dimungkinkan.
4. Konsiliasi
Seperti halnya mediasi, konsiliasi (conciliation) juga
merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para
pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak
memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang
mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan
suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya
lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang
mediator. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah
sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara
pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri.
Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-
tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para
pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari

satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin
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disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung,

dan lain-lain.1®

5. Arbitrase.

Istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrase” (bahasa latin),
yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara
menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian di atas
nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan
menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu
perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu
metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan.

Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktekkan selama
berabad-abad bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat
Yunani sebelum masehi, namun sampai sekarang definisi pasti
mengenai apa itu arbitrase masih saja ditemui karena begitu
banyaknya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut
tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif
penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang
berbeda-beda mengenai arbitrase.

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian
atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim
berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau

menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

19 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis
(Bandung:Citra Aditya Bakti, 2009), hal.52.
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H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah
suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara
yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan
pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan
oleh para pihak.?°

H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan
untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian,
dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang
hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa
dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para
pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.?!

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus
pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan
arbitrase adalah bila jalur pengadilan (judicial settlement)
menggunakan satu peradilan permanen atau standing court,
sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk
khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator
bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase,
sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang

sedang ditangani. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah

20 H. Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan
Internasional) di luar Pengadilan, Makalah, September 1996. hal. 3.

21 H.M.N. Purwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan
Penundaan Pembayaran, (Jakarta:Cetakan Ill, Djambatan 1992) Hal.4.
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atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin
agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai
dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-
dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula
untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yakni
UU No. 30 Tahun 1999, mendefinisikan arbitrase sebagai cara
penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis
oleh para pihak yang bersengketa. Black’'s Law Dictionary juga
memberikan definisi arbitrase sebagai : “a method of dispute
resolution involving one or more neutral third parties who are
usually agreed to by the disputing parties and whose decision is
binding” Sebagai catatan bahwa dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun
1999 disebutkan bahwa : Sengketa yang dapat diselesaikan
melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak
yang menurut hukum dan peraturan  perundang-undangan
dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Dengan
demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian
yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh
masing- masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Untuk cara yang pertama dan kedua dilakukan dengan
mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para

pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat”

35



dengan tujuan mencapai win-win solution. Jadi, apakah sengketa
tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada
keinginan dan iktikad baik para pihak yang bersengketa. Artinya,
bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di
antara mereka.

Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh
para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Cara
ketiga adalah dengan mengajukan sengketa ke pengadilan. Cara
itu kurang populer di kalangan pengusaha, bahkan kalau tidak
terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari
penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini kemungkinan
disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan
sehubungan dengan tahapan-tahapan (banding dan kasasi) yang
harus dilalui, atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk
umum sementara para pengusaha tidak suka masalah-masalah
bisnisnya  dipublikasikan, ataupun karena  penanganan
penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli
dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri (meskipun pengadilan
dapat juga menunjuk hakim ad hoc atau menggunakan saksi ahli).
Cara penyelesaian keempat, yaitu arbitrase, merupakan pilihan
yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha.
Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu “pengadilan pengusaha’
yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai

dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
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Berbagai pengertian arbitrase yang diberikan di atas

terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1.

Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian
sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah
terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di

luar peradilan umum untuk diputuskan;

. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah

sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai
sepenuhnya, khususnya disini dalam bidang perdagangan

industri dan keuangan; dan

. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat

(final and binding).Pemilihan lembaga arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak
dilandasi oleh banyaknya keuntungan yang diperoleh, antara

lain: 22

22 |bid
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a)

b)

d)

proses

Disamping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses
penyelesaian sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan
dalam dunia usaha dapat dikatakan lebih terjamin;
Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan
yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat
digunakan sehingga tidak perlu terlambat karena
ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang
bersangkutan;

Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak
memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh (orang)
ahli yang pada umumnya menjaga nama dan martabatnya
oleh karena berprofesi dalam bidang tersebut;
Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase
potensial menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai
arbiter yang merupakan faktor pendorong untuk para ahli

lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling

atas secara nasional.

Selain keuntungan itu ada juga kelemahan dari

alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini,

sehingga para pihak yang bersengketa memilih mediasi sebagai

media untuk menyelesaiakan sengketa mereka. Kelemahan

arbitrase antara lain :%3

23 |bid

38



1. Pemutusan perkara baik melalui pengadilan maupun
arbitrase  bersifat formal, memaksa, menengok ke
belakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak.
Artinya, bila para pihak melitigasi suatu sengketa prosedur
pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang ketat
dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-
kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-
masing pihak akan menentukan hasilnya.

2. Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa
secara litigasi di negara-negara barat dan timur antara
lain memakan waktu yang lama, memakan biaya yang
tinggi, dan merenggangkan hubungan pihak-pihak yang
bersengketa.

3. Tujuan Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau
terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi
fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin
merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik,
sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan.
Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme Alternaltif Penyelesaian
Sengketa atau Alternative Dispute Resolution yang tidak membuat
masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas
kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan

penyelesaian masalah. Mekanisme tersebut sebenarnya telah
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memiliki dasar hukum dan telah memiliki preseden serta pernah
dipraktikkan di Indonesia walau jarang disadari. Mekanisme
tersebut  juga memiliki potensi untuk semakin dikembangkan di

Indonesia.

Mas Achmad Santosa mengemukakan sekurang-kurangnya
ada 5 (lima) faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya
pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:2*

a) Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam
mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian
hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa
yang efisien dan reliable merupakan faktor penting bagi
pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip

kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan

calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian
sengketa yang reliable (mampu menjamin rasa keadilan);

b) Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian
sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;

c) Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis
masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta

aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan

24 Mas Achmad Santosa. Perkembangan ADRD Indonesia, Makalah Disampaikan
dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan The Asia
Fondation Indonesia Centre for Environmental Law, kerjasama dengan Pusat Kajian Pihak
Penyelesaian Sengketa Universitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November 1999.
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keputusan terhadap urusan-urusan publik). Hak masyarakat
berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut
menimbulkan  konsekuensi diperlukannya wadah atau
mekanisme penyelesaian sengketa untuk  mewadahi
perbedaan pendapat (conflicting opinion) yang muncul dari
keperansertaan masyarakat tersebut;

d) Menumbuhkan iklim persaingan sehat (peer pressive) bagi
lembaga peradilan.
Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif
dan kasasi pengadilan (tribunal) apabila sifatnya pilihan
(optional), maka akan terjadi proses seleksi yang
menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran
pembanding (peer) dalam bentuk lembaga penyelesaian
sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-
lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra
dan kepercayaan masyarakat;

e) Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus
perkara mengalir kepengadilan.

Pengenyampingan untuk tidak mempergunakan proses hukum
via litigasi bahwa diperkirakan akan lebih tepat apabila dalam kondisi,
alasan dan atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme
penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution.

4. Peran dan Fungsi Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa
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Arbiter atau wasit dalam suatu perkara yang diselesaikan dengan
menggunakan cara arbitrase adalah mempunyai peranan penting. Para
pihak sendirilah yang diberi hak oleh undang-undang untuk menentukan
siapa yang akan duduk sebagai arbiter dan jika dalam hal para pihak tidak
dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada
ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua
Pengadilan Negerilah yang akan menunjuk seorang arbiter atau majelis
arbitrase. Dasarnya, yang bisa duduk sebagai seorang arbiter atau
majelis arbitrase adalah mereka yang ditunjuk atau diangkat oleh para pihak
sendiri. Atas penunjukkan atau pengangkatan ini pula para arbiter atau
majelis arbitrase diberi kesempatan selama 14 hari sejak tanggal
penunjukan atau pengangkatan tersebut apakah dia bersedia atau menolak
penunjukan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari ditunjuknya seorang atau lebih arbiter oleh
para pihak secara tertulis yang kemudian diterimanya penunjukan
tersebut, maka antara para pihak yang menunjuk dan arbiter yang
menerima penunjukan tersebut terjadi suatu perjanjian perdata, yaitu
bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur,
adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan
menerima putusannya secara final dan mengikat serta arbiter yang
bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

Jika penarikan dirinya tersebut di atas disetujui oleh para pihak, maka
arbiter tersebut dibebas tugaskan dari kewajibannya, tetapi jika

pengunduran dirinya tersebut ternyata tidak mendapat persetujuan dari
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para pihak, maka arbiter wajib untuk meneruskan pemeriksaanya.
Pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab
hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses
persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya, kecuali dapat
dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.?®

Arbiter atau majelis arbitrase bertugas untuk menyelesaikan
pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase
dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang
mengangkat atau menunjuk arbiter tersebut. Selain dari itu yang lebih
penting adalah independensi dari arbiter dalam melaksanakan
tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang adil dan cepat bagi
para pihak yang bersengketa.

Ada catatan terpenting di sini yang perlu kita perhatikan bersama,
bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut diatur dengan
sangat memperhatikan masalah waktu sebagai suatu hal yang sangat
esensi. Undang- undang mengatur bahwa pemeriksaan atas sengketa
harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.?® Penentuan jangka
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut dimaksud agar para
arbiter di dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan benar-benar

terlaksana selama dalam batas maksimal 180 (seratus delapan puluh)hari

25 Pasal 20 UU No 30 Tahun 1999.
26 pasal 48 UU No.30 Tahun 1999.
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atau dengan kata lain ada jaminan dari arbiter tentang kepastian
waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tersebut apabila
dirasa masih ada hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan
oleh arbiter, sehingga jangka waktu tersebut masih dianggap kurang, maka
dengan persetujuan para pihak dapat diperpanjang. Masa perpanjangan
adalah 60 (enam puluh) hari. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan
sudah cukup, maka arbiter atau majelis arbitrase segera dapat
menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak

tersebut. Sehingga berakhirlah tugas arbiter atau majelis arbitrase.?’

B. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan
1. Pengertian Keterbukaan

Keterbukaan berasal dari kata dasar “terbuka”. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia,terbuka berarti tidak tertutup, tersingkap. Jadi,
keterbukaan adalah suatu keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi,
keadaan yang tidak rahasia, sehingga semua pihak mempunyai hak untuk
mengetahuinya. Keterbukaan sering diartikan transparan. Oleh karena itu,
pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang transparan.
Keterbukaan dalam berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam
penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Negara yang terbuka atau
transparan sangat diperlukan untung meningkatkan partisipasi masyarakat.

Masyarakat sudah seharusnya mengetahui dan mengerti kebijakan-

27 pasal 73 UU No.30 Tahun 1999.
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kebijakan yang dibuat pemerintah untuk rakyat. Semua hal yang berhak
diketahui masyarakat harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah.
Oleh karena itu, budaya lama dari pemerintahan yang tertutup dan
monopoli informasi harus dihilangkan karena akan mengakibatkan
terlambatnya keterbukaan, terciptanya arogansi pemerintahan, dan
terhambatnya pembentukan masyarakat demokratis. Semua masalah
dalam berbangsa dan bernegara hendaknya ditelusuri kembali pada
akar masalahnya.Semua masalah yang muncul sering disebabkan tidak
adanya komunikasi yang sehat atau miscommunication. Oleh karena itu,
keterbukaan dalam komunikasi menjadi hal penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.Keterbukaan harus dilakukan dalam berbagai
bidang. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
dicontohkan dalam keterbukaan pemerintahan.

Keterbukaan adalah perwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, serta
mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain. Keterbukaan atau
transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan. Secara harfiah
transparansi berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami,
tidak keliru, dan tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan berarti hal terbuka, perasaan
toleransi dan hati-hati, serta adalah landasan untuk berkomunikasi.

Dengan demikian, keterbukaan atau transparansi adalah tindakan
yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan

tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan
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pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah
untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal
yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

2. Arti Penting Keterbukaan

Munculnya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan
komunikasi, sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan
setiap informasi yang masuk. Keterbukaan adalah keadaan yang
memungkinkan ketersediaan informasi bagi masyarakat luas. Dengan
demikian, keterbukan adalah kondisi yang memungkinkan partisipasi
masyarakat dalam kehidupan bernegara. Era keterbukaan secara tidak
langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara
dituntut untuk lebih aktif dalam menyaring dan mengendalikan setiap
informasi.

Dalam perkembangannya, keterbukaan juga akan mengakibatkan
batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi
dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak
berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima
informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya, keterbukaan akan
mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial. Oleh karena
itulah, era keterbukaan sangat erat kaitannya dengan globalisasi.

Keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di

suatu negara. Dilihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan
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memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya Barat yang sama
sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek
ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan
berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang kadang tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, munculnya era keterbukaan
akan membawa dampak yang sangat buruk, jika kita tidak dapat
mempersiapkan diri.

Dengan adanya keterbukaan, kehidupan demokratis bisa ditegakkan.
Artinya, segala kebijakan pemerintah berdasar atas aspirasi rakyat. Dalam
bidang hukum politik, keterbukaan dapat menjamin keadilan bagi selutuh
warga negara sejalan dengan tuntunan supremasi hukum, demokratisasi,
dan penegakan hak-hak asasi manusia. Dengan adanya keterbukaan,
negara akan terhindar dari berbagai penyimpangan yang akan
mengacaukan keadaan negara seperti tindakan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta berbagai konflik, baik yang bersifat vertikal maupun
horizontal.

Dalam teori demokrasi, pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal
yang esensial. Dalam era keterbukaan terdapat akses bebas bagi warga
negara terhadap berbagai sumber informasi. Hal ini dilakukan dengan
tujuan agar tidak terjadi saling curiga antar individu dan masyarakat dengan
pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara harus ditegakkan. Setiap kebijakan pemerintah harus jelas
dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dalam hal ini,
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya dapat diketahui
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publik. Rakyat berhak mendapatkan informasi faktual mengenai berbagai
hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan.

Dengan adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara
akan memberi manfaat ganda yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintah
atau dalam pelaksanaanpembangunan.

2. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap
setiap kebijaksanaanpemerintah, sehingga kan terhindar trjadinya
KKN dalam pemerintahan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka harus
dilaksanakan oleh setiap warga Negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini
penting agar keterbukaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat
tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalm
penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan
harus dilakukan secara terbuka dan dapat di pantau oleh warga Negara.
Dengan dilakukannya hal ini maka kemungkinan terjadinya penyimpangan-
penyimpangan dalm penyelenggaraan Negara dapat di perkecil.

Sikap terbuka adalah sikap untuk bersedia memberitahukan dan sikap
untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka diperlukan
terutama dalam hal menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan
toleransi, serta untuk menghindari konflik.
Maka untuk mewujudkan sikap yang terbuka dibutuhkan kondisi sebagai

berikut :
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1. Terwujudnya nilai agama dan nilai budaya bangsa.

2. Terwujudnya sila persatuan indonesia yang merupakan sila ketiga
sebagai landasan untuk mempersatukan indonesia.

3. Terwujudnya penyelenggara negara yang mampu memahami dan
mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil.

4. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban
masyarakat.

5. Pulihnya kepercayaan masyarakan kepada pemerintah.

6. Macam-Macam Keadilan.

Masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat
jika ada keterbukaan dan jaminan keadilan. Aspirasi dan pendapat
ditampung dan diseleksi, lalu dijadikan suatu keputusan bersama yang
bermanfaat. Semua aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama akan
mempermudah bangsa untuk mencapai keadilan. Aspirasi masyarakat
didapat disalurkan melalui lembaga perwakilan.Selain itu, jaminan untuk
mengeluarkan aspirasi dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28.Pasal 28 ini
memuat hasrat bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan
kesatuan dalam membangun Negara yang berdasarkan demokrasi dan
hendak menyelenggarakan keadilan.Selain dalam Pasal 28, jaminan
tentang keadilan juga terkandungdalam pembukaan UUD 1945 Alenia |
yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.Adanya

dua jaminan tersebut, bangsa Indonesia menentang adanya suatu
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penjajahan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
bangsa Indonesia melakukan perjuangan kemerdekaan untuk menegakkan
kemanusiaan dan keadilan sosial serta demokratisasi. Untukmenegakkan
kemanusiaan, keadilan sosial, serta demokratisasi/ keterbukaan diperlukan
partisipasi rakyat. Salah satu partisipasi masyarakat diwujudkan dalam
pembentukan kebijakan publik melalui wakil-wakil rakyat. Semua kebijakan
publik  memerlukan  dukungan masyarakat agar bisa efektif.
Jika masyarakat melalui penentangan terhadap sejumlah kebijakan maka
hal itu disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap
perumusan kebijakan. Jika hal itu dibiarkan terus maka makin besar
keinginan rakyat untuk selalu mengadakan pembaruan. Rakyat yang tidak
tahu arahnya akan mudah kehilangan kendali dan emosional sehingga
rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri.
Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa. Namun, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu ada dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan menghasilkan kebijakan
publik dan peraturan umum yang mengatur masyarakat dengan baik.
Berdasarkan hal di atas, dapat kita simpulkan arti penting keterbukaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti penting keterbukaan
secara umum meliputi beberapa hal berikut.:
1. Keterbukaan dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negara
sejalan dengan tuntutan supermasi hukum, demokratisasi, dan

penegakan hak-hak asasi manusia.
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2. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

3. Menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan warga
negara.

4. Meningkatkan potensi masyarakat sesuai potensi yang dimiliki.

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
secara luas.

6. Meminimalisasi terjadinya penyelewengan kekuasaan dan
penyimpangan-penyimpangan yang akan membuat kacau keadaan
negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

7. Bentuk upaya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis
(pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

8. Memenuhi pencapaian akses bebas bagi warga negara terhadap
informasi.

3. Ciri-ciri Keterbukaan

Pemerintah yang bersih dan transparan hanya dapat tercapai dengan
adanya sikap terbuka dari segenap warga negara termasuk pemerintah.
Oleh karena itu, tiap-tiap warga negara Indonesia harus turut serta dalam
upaya mewujudkan keterbukaan dalam kehidupan berbagsa dan
bernegara.

Sikap keterbukaan adalah prasyarat dalam menciptakan
pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterbukaan juga adalah sikap
yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Berdasarkan penjelasan tersebut, Ciri-ciri keterbukaan
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pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu ciri keterbukaan secara
umum dan ciri keterbukaan yang dapat ditunjukkan oleh sebuah
pemerintah.?8
1) Ciri Keterbukaan Secara Umum
Keterbukaan dapat dibiasakan oleh warga masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri keterbukaan secara
umum adalah sebagai berikut :
a) Proses dan pelaksanaan kebijakan publik dilakukan secara
tebuka.
b) Dialog dan komunikasi publik dilaksanakan secara terbuka.
c) Bersikap jujur dalam segala perkataan dan perbuatan.
d) Menyeleksi semua informasi yang diperoleh dari berbagai
sumber sebagai bentuk sikap hati-hati.
e) Mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa terhadap
orang lain.
f) Sportif mengakui kelemahan atau kekurangan pada diri
sendiri.
g) Bersedia menerima kritik dan saran dari orang lain.
h) Menerima dan menghargai keberagaman dalam berbagai
bidang kehidupan.

i) Bersedia berkerja sama dan menghargai orang lain.

28 https://www.academia.edu/34733392/Makalah_Keterbukaan_dan_Keadilan
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J) Sangup beradaptasi dengan berbagai berubahan yang terjadi.

2) Ciri Keterbukaan Pemerintah

Keterbukaan pemrintah sangat penting dalam meningkatkan

kepercayaan rakyat untuk beradaptasi membangun bangsa dan

negara. Dengan meningkatnya partisipasi rakyat dalam membangun

bangsa dan negara secara otomatis akan tercipta pemerintahan

yang demokratis yaitu pemerinyahan dari rakyat, oleh rakyat, dan

untuk rakyat. Berikut bebrapa keterbukaan sebuah pemerintah :

a)

b)

d)

f)

Selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas yaitu
segala tindakan yang diselenggarakan oleh pejabat
pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyatnya.
Senantiasa melibatkan rakyat dalam setiap perumusan
suatu kebijakan publik.

Selalu mempertimbangkan aspirasi rakyat dalam setiap
penetapan kebijakkan yang menyangkut urusan luar
negeri.

Senantiasa memberitahukan kebjakan-kebijakan negara
yang sifatnya strategis dan berhubugan langsung
dengan rakyat dan wajib diketahui oleh rakyatnya.
Menetapkan kebjakan-kebijakan yang berpihak kepada
rakyat.

Senantiasa menerima saran dan kritik dari rakyat yang

ditujukan kepadanya.
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g) Memberi kesempatan luas bagi masyarakat dan media

h)

massa untuk mengetahui isi berbagai dokumen
pemerintah.

Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan
media massa.

Pesatnya perkembangan informasi, telekomunikasi, dan
transportasi yang ditandai dengan keadaan-keadaan
seperti berikut :

1. Perumusan kebijakan negara banyak dipengaruhi

oleh perkembangan informasi, telekomunikasi, dan

transportasi.

. Terjadinya perubahan sikap dan perilaku suatu

masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan
yang terjadi di luar dirinya sebagai akibat tidak
dapat terbendungnya pengaruh yang dibawa oleh
struktur-struktur informasi, telekomunikasi, dan

transportasi.

j) Kaburnya batas antarnegara yang ditandai dengan

keadaan seperti berikut :

1. Masyarakat suatu negara tidak sanggup lagi

menegakkan kedaulatan negaranya, baik secara

politik, ekonomi, maupun tekhnologi. Negara tidak
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mampu membendung derasnya pengaruh negara
lain dalam kehidupan warga negaranya.

2. Adanya kebutuhan dalam negara tersebut untuk
menerima dan memanfaatkan berbagai pengaruh
dari negara lain, baik secara politik, ekonomi,
maupun teknologi dengan cara terpaksa atau tidak
terpaksa demi terpenuhnya kepentingan warga

atau masyarakat itu sendiri.

4. Pembatasan Keterbukaan Pada Pemerintah

Ketebukaan pemerintahan memegang peran penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernrgara. Akan tetapi, tidak berarti bahwa
semua informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan boleh diakses
oleh publik. Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik ditegaskan tentang beberapa
informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik. Beberapa
infornasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Informasi yang dapat membahayakan negara.

2) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

3) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.

4) Informasi yang diminta belum dikuasai atau atau didokumentasikan.
5) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha

dari persaingan usaha tidak sehat.
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Terkait dengan pembatasan pada keterbukaan pemerintahan

tersebut, para ilmuwan Amerika Serikat memberikan pendapatnya sebagai

berikut :

a) David Beetham dan Kevin Boyle mengidentifikasi lima informasi

pemerintah yang tidak boleh diketahui publik. Lima informasi tersebut

adalah sebagai berikut :

a)
b)

c)

d)

e)

Pertimbangan-pertimbangan kabinet.

Nasihat politis yang diberikan kepada menteri.
Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan
nasional, kelangsungan hidup demokrasi, serta
keselamatan individu-individu dan warga masyarakat.
Rahasia perdagangan dan pengusaha swasta.

Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.

b) Freedom of Information Act yang ada di Amerika Serikat

mengidentifikasi sembilan informasi pemerintahan yang bersifat

rahasia. Sembilan informasi tersebut sebagai berikut :

a)

b)

Informasi mengenai nasional dan politik luar negeri
(rencana militer, persenjataan, data ipterk tentang
keamanan nasional, dan data CIA).

Ketentuan internal lembaga.

Informasi yang secara tegas dilarang undang-undang
untuk diakses publik.

Informasi bisnis yang bersifat sukarela.

Memo internal pemerintah.
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f) Informasi pribadi (personal privacy).

g) Data yang berkenaan dengan penyidikan.

h) Informasi lembaga keuangan.

i) Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai

sumber daya alam.
5. Upaya Peningkatan Keterbukaan Pemerintah

Indonesia merupakan negara demokratis yaitu negara yang
pemerintahannya berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan
diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, upaya
pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan pemerintah tercermin dalam

asas dan tujuan keterbukaan informasi publik.

1) Asas keterbukaan informasi publik sebagai berikut.

a) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap pengguna informasi publik.

b) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.

c) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap
pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu,
biaya ringan, dan cara sederhana.

d) Informasi publik dapat dikecualikan dan bersifat rahasia

sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum
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didasarkan pada oengujian tentang konsekuensi yang
timbul.
2) Tujuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik
sebagai berikut :

a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
peroses pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik.

b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik.

c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelola badan publik yang baik.

d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu
transparan, efektif, dan efesien, akuntabel, serta dapat
dipertanggungjawabkan.

e) Mengetahui alasan kebijakkan publik yang memengaruhi
hajat hidup orang banyak.

f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan badan politik untuk menghasilkan layanan

informasi yang berkualitas.

C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Publik
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a. Informasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh
informasi publik merupakan hak asasi manusia sebagaimana tercantum
dalam konsideran menimbang Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan,
pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan
pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar
dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik maupun non-elektronik.

b. Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting
negara demokatis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi publik
adalah “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau

penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai
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dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik”.

c. Badan Publik
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa Badan
Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan:
1. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

a) Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan
Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya;

b) Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktural;

c) Laporan kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya
yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk di umumkan.
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2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;

3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang
dijalankan beserta capaiannya;

4. Ringkasan laporan keuangan;

5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Badan Publik;

7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab
yang dapat dihubungi;

8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik
maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan
Publik yang bersangkutan;

9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait;

b. Informasi Publik yang dikecualikan:
1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan

hukum, yaitu informasi yang dapat:
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a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu
tindak pidana;

b) mengungkapkan ident itas informan, pelapor, saksi, dan/ atau
korban yang mengetahui adanya t indak pidana;

c) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana
yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan
segala bentuk kejahatan transnasional;

d) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum
dan/ atau keluarganya; dan/ atau

e) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau
prasarana penegak hukum.

. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari

persaingan usaha tidak sehat;

. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan

Negara,

. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia;

. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada

Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi

nasional;
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6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada
Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional;

7. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang;

8. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

a) Riwayat dan kondisi anggota keluarga,;

b) riwayat , kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik,
dan psikis seseorang;

c) kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank
seseorang;

d) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/ atau

e) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.

9. Memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan;

10.Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-

Undang.
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D. Tinjauan Umum Tentang Ajudikasi

Ajudikasi non litigasi atau yang selanjutnya disebut ajudikasi adalah

proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang

diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara

dengan putusan pengadilan.?®

1. Istilah-Istilah dalam Ajudikasi

a.

Ajudikator adalah anggota Komisi Informasi yang bertindak sebagai
Majelis Komisioner pada Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa
informasi publik yang sekurangkurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang
atau lebih dan harus berjumlah gasal untuk memeriksa dan memutus

Sengketa Informasi Publik.

. Panitera adalah pejabat di lingkungan Komisi Informasi yang

menjalankan tugas teknis administratif penyelesaian sengketa
informasi publik.
Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi yang

ditunjuk oleh Panitera untuk melaksanakan tugas Panitera.

. Para Pihak adalah pemohon dan termohon yang bersengketa di

Komisi Informasi.

. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan didalam

ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, yang

didengar, dilihat dan dialami sendiri.

29 Buku Saku Judikasi Nonlitigasi Cetakan Pertama, Yayasan Dua Puluh Delapan

Media, Aviation and Space Law (Jakarta, September:2015)
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f. Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan didalam
ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik sesuai
dengan keahliannya.

g. Juru Sumpah adalah orang yang ditunjuk oleh majelis komisioner
untuk mengambil sumpah terhadap saksi, ahli, dan/atau penerjemah
dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

2. Prinsip-prinsip pelaksanaan ajudikasi
Ajudikasi hanya dilakukan apabila upaya mediasi dinyatakan tidak
berhasil atau para pihak menarik diri dari mediasi.

“Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi non litigasi

oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabi la upaya Mediasi

dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para
pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang
bersengketa menarik diri dari perundingan”.*°

a. Sifat dalam ajudikasi
1) Terbuka

Artinya siapa saja dapat menghadiri, mengikuti/mendengarkan
jalannya Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi
publik.

2) Tertutup

30 pasal 42 UU KIP
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Artinya hanya dihadiri oleh Majelis Komisioner dan pihak
Termohon dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-

dokumen yang dikecualikan.

3) Majelis Koomisioner bersifat aktif

Artinya Majelis Koomisioner wajib menggali keterangan para

pihak, saksi, dan ahli dalam ajudikasi nonlitigasi.

b. Tempat Ajudikasi dilakukan.

1) Kantor Komisi Informasi

2) Kantor Badan Publik yang tidak terkait sengketa informasi publik

3)

(tidak sebagai Termohon)atau,
Tempat lain yang tidak terkait dengan sengketa informasi publik

atau dianggap netral, yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

c. Metode Ajudikasi

1)

2)

Pertemuan Langsung

Ajudikasi nonlitigasi dilakukan secara tatap muka langsung dalam
satu tempat antara Majelis Komisioner, para pihak, saksi,
dan/atau ahli.

Pertemuan tidak langsung

Ajudikasi nonlitigasi dilakukan melalui sarana/media elektronik.
(Sidang ajudikasi melalui ertemuan tidak langsung belum dapat

dilakukan, menunggu aturan teknis lebih lanjut).
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui
Ajudikasi Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

A. Tugas dan wewenang Komisi Informasi Publik

Komisi Informasi Publik adalah lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi publik disingkat dengan UUKIP
(Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Tepatnya pada
Bab VII UUKIP mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang serta
tanggung jawab Komisi Informasi serta tata cara pembentukan,
proses rekruitment Komisi Informasi dari tingkat pusat hingga
Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik
Indonesia.?! Berdasarkan ketentuan UUKIP bahwa pembentukan
Komisi Informasi (KI) tingkat pusat harus sudah terbentuk satu tahun
semenjak diundang UUKIP ini yaitu Tahun 2009, sedangkan untuk
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat sudah harus
terbentuk 2 tahun semenjak di undangkan UUKIP yaitu pada tgl.31

April 2010.

31 M. Irfan Islamy, 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi
Aksara Jakarta. Hal. 23
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Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam UUKIP bahwa
Komisi Informasi adalah Lembaga Independent, sesuai dengan
sistem admininstrasi pemerintahan secara hierarkhis dibentuk
sebagai berikut :3?

1. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Jakarta ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.

3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota
Kabupaten/Kota.

Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang
mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, terdiri dari
seorang ketua merangkap anggota dan wakil ketua merangkap
anggota, serta 5 orang anggota-anggotanya.®® Sedangkan Komisi
Informasi Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang yang mencerminkan
unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang terdiri dari seorang
Ketua merangkap anggota, dan wakil Ketua merangkap anggota
serta 3 orang anggota-anggotanya.

Tugas dan wewenang Komisi Informasi itu ialah :3*
1. Secara umum bertugas.
2. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi

32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
disingkat dengan UUKIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)

33 Wahyudi dan Akdon. 2010. Manajemen Konflik dalam Organisasi : Pedoman
Praktis bagi Pemimpin Efektif, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung. Hal. 41

34 bid.
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nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UUKIP.

3. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;dan

4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis.

5. Komisi Informasi Pusat bertugas:

6. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

7. Menerima, memeriksa, dan memeutus sengketa informasi publik
didaerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;dan

8. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya
berdasarkan UUKIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat RI setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

9. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota
bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi
publik didaerah melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki
wewenang sesuai dengan wilayah yurisdiksi masing-masing antara

lain :3%

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang

bersengketa.

35 Op Cit.
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2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh
badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan sengketa informasi publik;

3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik
ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian
sengketa Informasi Publik;

4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya
dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi
publik;dan

5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga
masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

6. Kewenangan Komisi Informasi pusat dapat meliputi Kewenangan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut
Badan Publik pusat dan badan Publik Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Komisi Informasinya.

Komisi Informasi pusat bertanggung jawab kepada Presiden
dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenangnya kepada DPR RI, sedangkan Komisi Informasi

Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan lengkap tentang

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD

setempat, laporan lengkap yang disampaikan bersifat terbuka untuk
umum. Komisi Informasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan

wewenangnya didukung oleh sekretariat Komisi yang dibentuk
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berdasarkan undang-undang, kepala sekretariat disebut dengan
Sekretaris, dan staf sektretariatnya adalah Pegawai Negeri Sipil
yang berfungsi tugas membidangi informasi dan komunikasi.
Sedangkan beban biaya pelaksanaan tugas Komisi Informasi
ditetapkan oleh APBN untuk Komisioner Pusat, sedangkan
pembiayaan Komisioner Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh
APBD masing-masing daerah.

Proses rekruitmen komisioner dilakukan berdasarkan pasal
30, 31, 32, 33 UUKIP dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan objektif
dilaksanakan oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur-unsur ;
pemerintah, perguruan tinggi, pers, lembaga sosial masyarakat, dan
daftar calon anggota komisi informasi wajib diumumkan kepada
masyarakat melalui  papan pengumuman dan media
cetak/elektronik, setiap orang berhak mengajukan pendapat dan
penilaian terhadap calon anggota komisi informasi itu. Karena Komisi
informasi pusat sudah terbentuk, dan Komisi informasi Provinsi Jawa
Tengah juga sudah terbentuk, maka disini saya ingin menyampaikan
bahwa calon anggota komisi informasi Kabupaten/Kota hasil
rekruitment yang dilaksanakan Tim seleksinya ( Pasal 30 ayat (2)
UUKIP ) diajukan kepada DPRD setempat oleh Bupati/Walikota
paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15(lima
belas) orang calon, yang selanjutnya DPRD Kabupaten/Kota
melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon-calon yang

diajukan Bupati/Walikota. Hasil uji kepatutan selanjutnya ditetapkan
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oleh Bupati/Walikota untuk 5 (lima) orang calon yang terbaik
berdasarkan rangking hasil penilaiannya. Sesuai dengan pasal 33
UUKIP bahwa Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode
berikutnya.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
good governance sangat diharapkan pada tahun 2019 kinerja Komisi
Informasi lebih ditingkatkan. Sehingga diharapkan sesuai dengan
maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang No.14 tahun 2008
antara lain adalah agar masyarakat dapat mengetahui rencana
pembuatan kebijakan publik, program dan proses pengambilan
keputusan, serta alasan pengambilan keputusan publik
berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengambilan kebijakan dan
pengelolaan badan publik yang baik mengembangkan ilmu
pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta
meningkatnya pengelolaan pelayanan informasi dilingkungan
badan-badan publik, serta meningkatnya kualitas informasi publik.
B. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka
akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik
tersebut untuk masyarakat luas pada umumnya. Lingkup Badan
Publik dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif,

legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan
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dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga
swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang
mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya
bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri.

Sesuai dengan yang diamanat pasal 13 UU No. 14 Tahun
2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan
sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan
wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi
Publik yang berlaku secara nasional.®® Hal ini merupakan langkah
awal bekerjanya PPID sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap
Badan Publik. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010
mengamanatkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak peraturan pemerintah diundangkan pada

tanggal 23 Agustus 2010.

36 Dwight Waldo, 1984. Pengantar Studi Public Administration, Cetakan Keempat,
Alih Bahasa Slamet W. Admosoedarmo, Aksara Baru, Jakarta, hal. 86
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Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan
hukum yang berkaitan dengan :

1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;

2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani
permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/proporsional, dan cara sederhana;

3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;

4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem
dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan,
akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat
yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu
syarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka
akses publik terhadap Informasi yang diharapkan Badan Publik
termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada
pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu
dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang
merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good

governance).?’

37 Miftah Thoha, 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Cetakan Kedua,
RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 112.
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Adapun upaya-upaya Yyang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan sengketa informasi publik adalah diawali dengan
adanya upaya keberatan yang ditujukan kepada badan penyedia
informasi, apabila tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan yang
memuaskan, maka dapat melakukan laporan atau pengaduan
melalui Komisi Informasi, Komisi informasi akan melakukan
persidangan sesuai dengan standart yang berlaku, dan akan
memanggil para pihak untuk dimintakan keterangan, setelah
mendapatkan keterangan yang memadai, Komisi Informasi Publik
akan memutuskan sengketa yang dimintakan oleh yang tidak puas
dengan adanya informasi yang diberikan oleh instansi atas lembaga
yang menjadi terlapor.2 Apabila para pihak masih belum puas, maka
pemohon informasi dapat melakukan upaya keberatan melalui
Pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Komisi Informasi

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi
Informasi dilakukan apabila upaya keberatan terhadap Badan Publik
tidak mendapat tanggapan atau jawaban yang memuaskan, maka
kemudian dapat melakukan upaya keberatan kepada Komisi
Informasi. Dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian

sengketa melalui Komisi Informasi diatur dalam Undang-Undang

%8 Suwandi, Made.2009. Tanggapan Terhadap Makalah Tentang Pokok-Pokok
Pikiran Penataan Organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Jakarta. Hal. 81
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Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik juncto Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Upaya penyelesaian
Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat
dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses
keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
a. Para Pihak dan Alasan Keberatan
Apabila terjadi perselisihan antara badan publik yang
mengharuskan untuk memberikan informasi kepada masyarakat,
perorangan atau sekelompok orang, namun karena adanya
ketentuan undang-undang atau informasi yang dapat dikatagorikan
pengecualian, maka masyarakat yang ingin memperoleh informasi
menjadikan tertunda karena permasalahan tersebut, maka ia dapat
mengajukan keberatan melalui penyelesaian sengketa oleh Komisi
Informasi yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan secara tertulis
kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

(PPID) berdasar pada alasan:*®

1. penolakan karena pengecualian, yang tercantum pada

pasal 17 Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang

39 Loc. Cit
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5.

6.

keterbukaan informasi Publik selanjutnya disingkat dengan

UUKIP.

. tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi;

informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan dan
kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau yang diatur oleh

undang-undang.

. tidak ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi

tidak dengan sepenuhnya.

. tidak dipenuhinya permintaan informasi publik

pengenaan biaya yang tidak wajar.

penyampaian informasi yang tidak tepat waktu.

Keberatan yang diajukan oleh pemohon adalah dalam jangka

waktu 30 hari kerja setelah alasan tersebut, dan selanjutnya atasan
pejabat pengelola informasi memberikan tanggapan keberatan
yang diajukan pemohon paling lambat 30 hari kerja. Apabila
tanggapan atasan pejabat pengelola informasi tersebut tidak dapat
diterima oleh pemohon maka ia mengajukan kepada Komisi
Informasi untuk mendapat keputusan penyelesaian sengketa. Oleh
Komisi Informasi sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang yang
diberikan oleh UUKIP itu maka langkah pertama ia memanggil
pihak-pihak yang bersengketa untuk diselesaikan dengan cara
mediasi, dan apabila dengan jalan mediasi tidak di temukan suatu

jalan keluar maka selanjutnya ditempuh jalan Ajudigasi.
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1. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya
untuk informasi yang tidak dikecualikan).

Dalam pasal 5 paraturan komisi informasi tentang prosedur
penyelesaian sengketa informasi dinyatakan, Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh
dengan mediasi apabila :*°

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas
keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan
yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima
oleh atasan PPID.

Proses mediasi dilaksanakan oleh mediator dan mediator
pembantu. Mediator adalah ketua dan anggota pihak komisioner
dari komisi informasi, sedangkan mediator pembantu adalah
komisioner pada komisi informasi atau mediator selain komisi
informasi. Diantara tugas dari para mediator adalah : wajib
mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan
mereka untuk mencapai kesepakatan, dan Mediator juga waijib

mengusulkan agar kesepakatan para pihak memuat pula sanksi

40 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik
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bagi pihak yang dikemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan

dan putusan yang telah diambil.

Dalam pasal 48 Peraturan komisi informasi dinyatakan
bahwa, Mediator menyatakan proses mediasi gagal apabila :*

(1) Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:

a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara
tertulis bahwa proses mediasi gagal;

b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari
perundingan; atau

c. kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;

d. Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang
jelas.

(1) Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat
Pernyataan Mediasi Gagal yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. tempat dan tanggal;

b. nomor registrasi;

c. identitas lengkap para pihak;
d. alasan mediasi gagal;

e. hama mediator;

f. tanda tangan para pihak.

1 |bid.
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2. Ajudikasi.

Ajudigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak
yang di putus oleh komisi informasi. Dalan ajudigasi ada dua bentuk
yaitu  Ajudikasi subtansi, yaitu penolakan berdasarkan
pengecualian informasi (pasal 17 UU KIP) dan Ajudikasi prosedur,
yaitu apabila mediasi gagal (untuk informasi terbuka). Penyelesaian
sengketa informasi Publik melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi
Informasi ditempuh mana kala proses mediasi tidak berhasil, maka
Komisi Informasi menggelar sidang ajudikasi nonlitigasi. Sidang
Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara terdiri dari
paling sedikit 3 orang anggota Komisi atau lebih dan harus
berjumlah ganjil, dan bersifat terbuka untuk umum. Dalam hal
pemeriksaan yang bersifat pengecualian sebagaimana tercantum
pada pasal 17 UUKIP, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat
tertutup.?

3. Putusan Komisi Informasi.
Putusan Komisi Informasi atas penyelesaian sengketa
dengan ajudikasi ini berupa ;
1. pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau
sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah

dibawah ini:*3

42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3 |bid.
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2.

Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan
untuk memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang
diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan

Komisi Informasi; atau

. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan

dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta

baik sebagian atau seluruhnya.

. putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan tidak

disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi
tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan
keuangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang, tidak
ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak
sepenuhnya tidak dipenuhinya permintaan informasi, atau
pengenaan biaya yang tidak wajar serta penyampaian informasi

yang tidak tepat waktu, berisikan salah satu perintah ;*

. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

untuk menjalankan kewjibannya sebagaimana ditentukan oleh

Undang-Undang,

. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya

dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur

dalam UUKIP.

44 Ibid.
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7. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau
memutuskan  mengenai  biaya penelusuran  dan/atau

penggandaan onformasi.

Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum, kecuali keputusan yang menyangkut informasi yang
dikecualikan. Komisi Informasi Publik selanjutnya memberikan
salinan keputusannya kepada pihak yang bersengketa.

2. Pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
informasi Publik joncto Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian
sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka upaya yang dapat
dilakukan oleh para pihak yang tidak menerima atau tidak puas
terhadap Putusan Komisi Informasi, maka dapat melakukan gugatan
kepada Pengadilan yang berwenang.*® Pengadilan yang dimaksud
adalah Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
Apabila keberatan diajukan kepada Peradilan Negeri, maka
Peradilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diaj
kan olehBadanPublik selain Badan Publik Negara dan/atau Pe
mohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik
selain Badan Publik Negara, sedangkan bagi Peradilan Tata Usaha

Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh

%5 Ibid
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Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta

Informasi kepada Badan Publik Negara.

1. Kompetensi Pengadilan

Dalam Hukum acara di Indonesia mengenal 2 (dua) macam
kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau
kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang
berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan
yang digariskan peraturan perundang-undangan.*® Tujuan utama
membahas kekuasaan/kewenangan mengadili adalah untuk
memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang
benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus
yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada
pengadilan tidak keliru. Ada 2 (dua) macam kewenangan yaitu
kewenangan mutlak (absolute competentie) dan kewenangan
relatif (relative competentie).*’

Kompetensi absolute adalah wewenang badan pengadilan
dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak
bisa diperiksa oleh badan pengadilan lain. Dengan kata lain
Kompetensi absolute adalah berbicara mengenai Badan

Peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu

4 Harahap, Yahya. 2004. Pembahasan Permasalah dan Penerapan KUHAP:
Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 41

47 Soenarto, R Soerodibroto, SH.2003.KUHP dan KUHAP. Jakarta: Raja Grafindo
Persada Indonesia.
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perkara. Apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha
Negara terhadap sengketa Informasi Publik.
Sedangkan Kompetensi relatife adalah pembagian kekuasaan
kehakiman yang berkaitan dengan wilayah hokum suatu
peradilan. Dengan kata lain Kompetensi relatif adalah berbicara
mengenai Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk

mengadili suatu perkara.*®

Kompetensi absolut untuk sengketa Informasi Publik dibagi
menjadi 2 (dua), yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata
Usaha Negara. Apabila keberatan dilakukan oleh atau terhadap
Badan Publik yang selain Badan Publik Negara maka dapat
melakukan upaya Keberatan kepada Pengadilan Negeri.
Sedangkan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara yakni keberatan
yang dilakukan oleh atau terhadap badan Publik Negara.
Mengenai yang disebut Badan Publik Negara adalah lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi, yang
ebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan Badan Publik selain
Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD, Organisasi non

pemerintah danpartai politik yang sebagian atau seluruh dananya

48 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,
Mandar Maju, Bandung,2003. Hal. 71.
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bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.*°

Sedangkan Untuk menentukan Kompetensi relative adalah
ditentukan atau Keberatan yang diajukan oleh pemohon
keberatan diajukan di Pengadilan wilayah hukum tempat Badan
Publik berkedudukan. Apabila tempat kedudukan pemohon
berbeda dengan tempat Badan Publik, maka permohonan
diajukan ditempat pemohon berkedudukan, untuk selanjutnya
diserahkan oleh Pengadilan penerima untuk diteruskan sesuai
dengan kedudukan tempat badan Publik berkedudukan.
Kemudian selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari
setelah keberatan diterima, Panitera meminta salinan Putusan
Komisi Informasi, dan Komisi Informasi wajib memberikan salinan
kepada Pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
setelah permintaan. Kemudian Termohon keberatan dapat
menyerahkan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
keberatan diregister. Kemudian paling lambat 3 hari setelah
Termohon menyerahkan jawaban, Majelis hakim wajib mengadili

perkara.

1. Objek dan Alasan Mengajukan Keberatan

49 Kattopo, Dari Meja Tanri Abeng (2000). Managing atau Chaos, Jakarta: Institut
Pembelajaran Manajemen Paramadina. Ha. 51
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Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa
penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan maka
upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak
menerima atau tidak puas terhadap Putusan Komisi
Informasi, maka dapat melakukan gugatan kepada
Pengadilan yang berwenang. Dengan demikian terdapat
Putusan Komisi baik secara formil dan materiil® tidak sesuai
dengan yang asas dan peraturan perundang-undangan yang
ada, merupakan objek sekaligus alasan melakukan atau
mengajukan keberatan kepada Pengadilan, baik Pengadilan
Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga salah
satu pihak dapat mengajukan jenis, sifat dan karakter
kerugiannya dengan adanya Putusan Komisi Informasi yang
telah diputuskan. Keberatan yang diajukan tersebut diajukan
oleh salah satu pihak secara tertulis yang secara langsung
maupun tidak langsung yang tidak menerima terhadap
putusan Komisi Informasi.

Tata cara mengajukan keberatan adalah salah satu
pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat
mengajukan Keberatan kepada Peradilan yang berwenang
(Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara).

Keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14

50 A. Ali Budiarto Kompilasi Kaidah Hukum Putusan mahkamah Agung Hukum
Acara perdata Masa Setengan Abad. Swara Justitia. Jakarta 2005. Hal. 81
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(empat belas) hari setelah Putusan Komisi Informasi diterima
oleh para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. Apabila
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan
Komisi Informasi diterima oleh para Pihak, namun tidak
mengajukan keberatan, maka secara otomatis Putusan
Komisi Informasi telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak
dapat dimintakan upaya hukum lagi.
2. Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral dalam hukum.
Adapun tujuan dari pembuktian adalah mencari dan
menempatkan kebenaran materiil bukanlah kesalahan orang
lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang
harus memutuskan perkara disertai dengan bukti yang
konkret,® dengan adanya pembuktian itu, maka hakim
meskipun dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri
kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan
dalampikirannya apa yang sebeharnya terjadi, sehingga
memperoleh keyakainan tentang hal tersebut. Pembuktian
adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan,
diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum yang

berlaku.>? System pembuktian adalah pengaturan tentang

51 B. Hari Sasangka. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk
Mahasiswa Dan Praktisi. Mandar Maju.Bandung.2003. Hal. 67
52 J. Soebekti. Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita. Jakarta. 2007. Hal. 34
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macam-macam alat bukti yang dipergunakan,
penguraianalat-alat bukti dan bagaimana alat-alat itu
dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus
membentuk keyakinannya.

Dalam sengketa Informasi Publik cukup menarik,
mengingat beban Pembuktiannya dibebankan langsung
kepada Badan Publik sebagaimana Pasal 45 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
Informasi Publik. Dengan demikian berlaku pembuktian dari
badan yang mengeluarkan Informasi apakah yang dianggap
oleh Pemohon keberatan berdasar atau tidak. Dengan
demikian dapat diperoleh informasi yang valid yang dapat
dijadikan dasar dalam proses pembentukan Putusan yang
akan diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, serta asas-asas yang sesuai dengan hal-hal
yang disengketakan.

Mengenai pembuktian juga berlaku sebagaimana teori
pembuktian pada umumnya.>® Pembuktian adalah penyajian
alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara
kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk
memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang

menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh

53 Hari Sasangka dan Lily Rosita,Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,
Mandar Maju,Bandung,2003.
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kepastian untuk dijadikan dasar putusannya.> Pembuktian di
atas adalah dalam pengertian vyuridis, yang bersifat
kemasyarakatan, selalu mengandung ketidakpastian dan
tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Jadi
pembuktian yuridis sifatnya relatif, dalam arti hanya berlaku
bagi pihak-pihak berperkara dan pengganti-penggantinya,
dan memungkinkan pula terjadinya perbedaan penilaian hasil
pembuktian di antara sesama Hakim. Tujuan pembuktian
adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran
fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, kepada Hakim.
Guna pembuktian yang lain adalah sebagai dasar keputusan
Hakim, sedangkan yang dibuktikan ialah fakta hukum yang
menjadi pokok sengketa.

Pembuktian  sangat penting artinya dalam
persidangan, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu
gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan
tersebut didepan pengadilan. Untuk itu hakim harus
menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi
dasar gugatan benar atau tidak. Dalam praktek tidak semua
dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan
kebenarannya, seperti terhadap dalil-dalil yang telah diakui

atau tidak disangkal oleh Tergugat serta hal-hal yang telah

5 Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta. Hal. 95
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diketahui oleh khalayak ramai (notoir feiten). Seperti
pembuktian pada umumnya juga berlaku dalam sengketa
Informasi, yakni dapat berupa Surat (akta autentik, akta di
bawah tangan, surat lain), Keterangan Ahli, Keterangan
Saksi, Pengakuan Para Pihak dan pengetahuan
Pengetahuan Hakim.>®
3. Putusan

Pada dasarnya penggugat melakukan suatu gugatan
ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui
hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil
suatu putusan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu
perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim
dianggap tahu hukumnya (ius curia novit),® tetapi
mengetahui secara obyektif fakta atau peristiwva sebagai
duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya,
bukan secara a priori langsung menemukan hukumnya tanpa
perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang
sebenarnya.

Fakta atau peristiva sebagai duduk perkara akan
dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh

para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup hakim

55 Luhut M.P.Pangaribuan,Hukum Acara Pidana,Surat-surat Resmi di Pengadilan
oleh Advokat,Djambatan,2005. Hal. 86

56 Anshorie Sabuan, Hukum Acara Pidana,Penerbit Angkasa,Bandung,1990. Hal.
44,
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harus menentukan peraturan hukum yang dapat diterapkan
menyangkut dengan peraturan hukum yang dapat diterapkan
untuk menyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya
menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan
hakim melakukan penelitan dalam rangka Menemukan
Hukum (Judge made law/rechtvinding).>” Dengan demikian
hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat
menjatuhkan putusan yang obyektif, adil, dan tidak
dipengaruhi oleh unsure siapapun kecuali sikaf obyektivitas
dan rasa keadilan itu semata.

Adapun Putusan terhadap sengketa informasi Publik
baik Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan
negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang
pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau
sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah
adalah :

1. Membatalkan putusan Komisi Informasi.

Dalam hal terjadi Pembatalan terhadap Putusan

Komisi Informasi maka terdapat 2 (dua) kemungkinan,

yakni diikuti oleh perintah untuk memberikan sebagian

atau keseluruhan informasi kepada pemohon

informasi, atau yang kedua adalah menolak

57 Mr.Martiman  Prodjohamidjojo, Membuat  Surat Dakwaan, Ghalia
Indonesia,Jakarta,2001. Hal. 5
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memberikan sebagian atau keseluruhan terhadap
pemohon informasi.
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi.

Untuk penguatan terhadap Putusan Komisi
Informasi maka kemungkinan terdapat 2 (dua) pilihan,
Pertama memerintahkan badan publik  untuk
memberikan sebagian atau keseluruhan informasi
yang diminta oleh Pemohon informasi publik, atau
Kedua adalah menolak memberikan sebagian atau
keseluruhan informasi yang diminta oleh Pemohon
informasi publik.

Pengadilan wajib memutus dalam waktu paling
lambat 50 (enm) hari sejak Majelis Hakim di tetapkan
terhadap pengadilan tingkat pertama, dapat diajukan
kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama
14 (empat belas) hari sejak terbuka untuk umum
apabila para pihak hadir atau 14 (empat belas) hari
sejak isi atau amar putusan diberitahukan kepada para
pihak oleh juru sita untuk sengketa di Pengadilan
Negeri, atau sejak pemberitahuan putusan dikitrimkan
melalui pos untuk sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara. Mahmakah Agung wajib memutus dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis
Hakim ditetapkan. Putusan Pengadilan Tata Usaha
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Negara atau Pengadilan Negeri dalam sengketa
informasi publik tentang pemberian atau penolakan
akses terhadap seluruh atau sebagian informasi, atau
putusan Pengadilan dapat berupa membatalkan atau
menguatkan putusan Komisi Informasi.
4. Upaya Hukum
Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-
undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal
tertentu melawan putusan hakim.>® Upaya hukum merupakan
upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang
atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan
hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan
putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang
diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga
seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan
sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.>°
Demi keadilan dan kebenaran putus hakim harus dapat
diperbaiki atau dibatalkan jika dalam putusannya terdapat
kekhilafan atau kekeliruan. Oleh karena itu hukum menyediakan
sarana atau upaya perbaikan atau pembatalan putusan guna

mencegah atau memperbaiki kekhilafan atau kekeliruan

%8 Yahya Harahap. Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. Hal. 62

5% Darwin Rins. 1989. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta:
Djambatan, Hal. 79
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putusan. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang
berkepentingan, karena itu pula pihak yang bersangkutan sendiri
yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan
yang diberi kekuasaan untuk itu jika ia menghendakinya. Hakim
tidak dapat memaksa atau menghalanginya.

Mengenai sengketa Informasi Publik apabila terdapat pihak
yang belum puas dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri
ataupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat
menempuh jalur upaya hukum berupa Kasasi kepada
Mahkamah Agung. Adapun sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 mengatur secara jelas
bahwa tenggang waktu melakukan Kasasi untuk sengketa
Informasi Publik adalah 14 (empat belas) hari sejak Putusan
dibacakan/diterima oleh Para Pihak. Apabila melihat pengaturan
mengenai Kasasi ini maka sesungguhnya dapat dikatakan begitu
cepatnya proses hukum acara pada sengketa Informasi Publik
ini, mengingat waktu yang diberikan cukup sedikit dan cepat, hal
ini erat kaitannya dengan tujuan Informasi Publik yang bersifat
cepat dan mudah.

Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap
dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang
berwenang oleh Pemohon Informasi. Permohonan untuk
mendapatkan  penetapan eksekusi dilakukan  dengan

mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan sallinan
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resmi Putusan salinan Komisi Informasi yang berkekuatan
hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah Badan Publik
sebagai Termohon Eksekusi. Ketua Pengadilan mengabulkan
atau menolak pemberian penetapan eksekusi dalam waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari.
5. Eksekusi Putusan

Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal
pokok yang dicari para justiabalance (pencari keadilan) yaitu
Putusan Hakim.Setelah putusan tersebut sudah final dan
berkekuatan hokum sacara tetap maka akan dilaksanakan
eksekusi (akibat dari putusan tersebut).®® Tujuan pihak-pihak
yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada
pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara
tuntas dengan putusan pengadilan.Tetapi dengan adanya
putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara
secara tuntas, akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila
ada pelaksanaan putusan atau eksekusi.®t

Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir
yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain

dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim.®? Dan

80 Spesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP: Sistem
dan Prosedur,Alumni, Bandung, 1982. Hal. 65

51 Ibid.

62 | Ketut Artadi, 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ( Diktat ),
Fakultas Hukum , Universitas Udayana, Denpasar.
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pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat
dilaksanakan. Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan
pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan pengadilan
yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).®®
Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang
sudah tidak mungkin lagi dilawan.

Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap
dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang
berwenang oleh Pemohon Informasi. Permohonan untuk
mendapatkan  penetapan eksekusi dilakukan  dengan
mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan sallinan
resmi Putusan salinan Komisi Informasi yang berkekuatan
hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah Badan Publik
sebagai Termohon Eksekusi. Ketua Pengadilan mengabulkan
atau menolak pemberian penetapan eksekusi dalam waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari.

Terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara sesuai dengan amar Putusannya ditempuh
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang
Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

53 Rozali Abdullah , 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet, ketiga,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

96



Negara. Sedangkan Ekskusi terhadap Pengadilan Negeri sesuai
dengan isi Putusannya, apabila diperintahkan untuk
menjalankan kewajiban tertentu, maka bentuk ekskusinya
adalah ekskusi khusus, yakni berupa penggantian hukuman
dengan sejumlah uang (Pasal 225 HIR). Sedangkan apabila
Putusan Pengadilan Negeri memerintahkan untuk memberikan
informasi yang dimohonkan, maka bentuk ekskusinya adalah
ekskusi riil dilapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperluakan upaya
yang cepat, singkat dan dapat memberikan jawaban yang
memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. dengan
demikian solusi alternative penyelesaian sengketa melalui jalur
pengadilan dapat dijadikan rujukan terakhir sekaligus sebagai
benteng terakhir (ultimum remedium) dalam mencari kedilan
dibidang keterbukaan informasi Publik. Untuk itu dibutuhkan
upaya Sumber Daya Manusia Hakim yang mumpuni, sehingga
mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang
menginginkan keterbukaan akses yang transparan dan

akuntabel.
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2. Kendala Dan Solusi Atas Penyelesaian Sengketa Keterbukaan
Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Kajian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik adalah alat
bantu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh
undang-undang keterbukaan informasi publik. Konsekuensi dari
diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik atau biasa di sebut UU KIP mewajibkan
semua badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik. Namun
dalam pelaksanaannya tidak semua badan publik mematuhinya,
sehingga untuk menjamin hak rakyat dalam UU KIP perlu mengatur
mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dimana
apabila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat atau
dihalangi oleh badan publik maka publik bisa mengajukan sengketa
informasi publik kepada komisi informasi. Penyelesaian sengketa
informasi publik dilaksanakan oleh komisi informasi melalui mekanisme
persidangan ajudikasi non litigasi serta mediasi. Ajudikasi non litigasi
adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan yang
kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Komisi Informasi Publik.
Namun tidak semua sengketa informasi publik terjadi dikarenakan
badan publik belum menjalankan Undang-Undang Komisi Informasi

Publik, ada berbagai sebab untuk hal itu diantaranya pengecualian
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informasi dari akses publik yang ditetapkan oleh badan publik karena
alasan sebagaimana diatur UU KIP dan UU lainnya sehingga
dibutuhkan penyelesaian sengketa informasi melalui pemeriksaan uji
konsekuensi dan uji kepentingan publik di komisi informasi, paling
dominan pengecualian informasi terjadi karena kepentingan untuk
melindungi  kerahasiaan  perusahaan/badan  privat  ataupun
perlindungan data pribadi perorangan. Sesuai ketentuan pada bagian
keempat mengenai tugas Komisi Informasi pada pasal 28 ayat (3) UU
No0.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Komisi
Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di
daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Salah satu kendala yang menyebabkan proses ajudikasi
memakan waktu yang lama adalah kehadiran pemohon dan termohon.
Untuk mengumpulkan majelis komisioner yang telah ditunjuk untuk
menangani proses ajudikasi cukup memakan waktu sebab para
komisioner juga mempunyai pekerjaan lain diluar sebagai komisioner
contohnya adalah advokat. Salah satu dari pihak termohon ataupun
termohon juga kadang berhalangan hadir sehingga Komisi Informasi
mesti membuat sidang ulang karena sidang tidak dapat dilanjutkan
jikalau majelis cuma menerima informasi dari salah satu pihak saja

yang bersengketa.
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Menurut Bapak Slamet Hariyanto® selaku komisioner majelis
komisioner paling utama wajib hadir pada saat tahap pengambilan
keputusan. Beliau juga menjelaskan pada tahap pengambilan
keputusan ketika salah satu majelis komisioner berbeda pendapat
dengan majelis lainnya maka ada solusi yang dinamakan decending
opinion. Decending opinion adalah pernyataan dari salah satu pihak
majelis yang tidak setuju dengan keputusan majelis komisioner lain
untuk membuka informasi. Namun, jika kedua majelis komisioner yang
lain setuju untuk membuka informasi maka keputusan final tetap
mengikuti suara terbanyak dengan memberi catatan bahwa salah satu
komisioner tidak menyetujuinya.

Kurangnya pemahaman akan UU keterbukaan informasi pada
instansi maupun masyarakat dan tidak terbukanya badan publik
menjadi dua kendala yang menurut Bapak Slamet Hariyanto selaku
komisioner seringkali menghambat proses ajudikasi sehingga
mengakibatkan pihak termohon menolak hadir atau mengutus
perwakilan untuk datang menghadiri sidang di KIP padahal pihak
komisioner ingin berbicara secara langsung dengan pihak pengambil
keputusan suatu badan publik tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Komisi Informasi menangani
kasus sengketa informasi melalui 2 cara saja yaitu mediasi dan

ajudikasi. Jadi, ketika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ke proses

64 Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah
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ajudikasi dan akan berakhir dengan keluarnya surat keputusan dari
majelis komisioner. Surat keputusan itulah yang menjadi pegangan
pihak pemohon sehingga dari dasar surat keputusan itu berhak
mendapatkan informasi. Namun terkadang surat keputusan ini tidak
dihiraukan oleh pihak termohon seperti badan publik atau termohon.
Jadi terbiasa ketika terjadi kasus seperti ini, pihak pemohon akan
kembali melapor ke Komisi Informasi tapi sayangnya Komisi Informasi
sudah tidak bisa lagi membantu karena tidak sesuai dengan peraturan
atau prosedur yang ada. Bila terjadi hal seperti ini, pihak pemohon
sudah harus melaporkan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha
Negara dengan membawa surat keputusan dari Komisi Informasi
sebagai bukti.

Hal inilah yang membuat Bapak Zaenal Abidin Petir®> selaku
komisioner mengatakan proses ajudikasi ini belum efektif dalam
penyelesaian sengketa informasi. Beliau berpendapat seandainya
Komisi Informasi sudah mempunyai wewenang eksekusi maka proses
ajudikasi akan jauh lebih efektif, akan tetapi wewenang eksekusi masih
berada di pengadilan sehingga bila menghadapi kasus seperti ini
termohon menolak memberikan suatu informasi sekalipun sudah
dikeluarkan surat keputusan, pemohon tinggal meregistrasi surat
keputusan Komisi Informasi di pengadilan biar nanti pengadilan yang

melaksanakan eksekusinya.

% Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah
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Budaya masyarakat yang belum terbuka sepenuhnya menurut
Bapak Wijaya menjadi kendala belum efektifnya ajudikasi sementara
UU berasumsi bahwa budaya kita sudah sangat terbuka. Beliau berpikir
bahwa proses ajudikasi ini baru akan efektif 5 tahun mendatang. Kasus
suap juga kerap terjadi yang melibatkan kedua belah pihak yang
bersengketa. Pelaku kasus seperti ini biasanya adalah LSM yang
berusaha meraih keuntungan dari badan publik dengan berkedok
meminta informasi ataupun yang lain. Ketika LSM mengajukan
keinginannya semisal barang elektronik kepada badan publik maka
saat keinginannya terpenuhi selesailah sudah masalah. Namun
menurut Bapak Zaenal Petir selaku komisioner menjadi kelemahan dari
proses ajudikasi ini sehingga perlu diberlakukan aturan baru dalam UU
keterbukaan informasi semisal memasukkan ke penjara bagi oknum
yang menjadikan kasus sengketa informasi lahan untuk mencari uang
dan keluar masuk badan publik dengan tujuan mencari keuntungan.

Sejauh ini menurut data yang diperoleh dari Komisi Informasi dari
tahun 2014 sampai 2018 telah ada sekitar 266 kasus ajudikasi non-
litigasi yang ditangani oleh komisioner namu yang dikabulkan hanya 81
kasus. Menurut Bapak Slamet Hariyanto selaku komisioner, Komisi
Informasi harus tetap optimis dengan efektivitas ajudikasi sebagai
media penyelesaian kasus sengketa informasi karena beliau merasa
para komisioner sudah berusaha cukup keras dalam mengawal
pemberian informasi dari pihak termohon kepada pihak pemohon ketika

dikeluarkan surat keputusan. Beliau menambahkan bahwa pemohon
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mesti lebih bersabar karena proses pemberian informasi dari termohon
memang kadang memakan waktu karena pihak termohon pasti harus
melakukan rapat terlebih dahulu. Disinilah bisa kita ambil kesimpulan
betapa pentingnya sosialisasi UU keterbukaan informasi dalam
meningkatkan pemahaman kedua belah pihak yang bersengketa akan
prosedur pemberian informasi dan birokrasi di semua instansi.

Teori yang paling tepat dijadikan sebagai pendukung fungsi
ajudikasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi adalah
teori informasi. Komisi Informasi seperti kita ketahui punya kewajiban
untuk mendidik selera publik dan tentu saja badan publik agar dapat
mengapresiasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik secara
memadai. Dalam kaitan ini, justive iniative dalam teori informasi
menyebutkan ada sepuluh prinsip dalam standar akses informasi
dimana para pihak terutama badan pemerintah harus hormati.
Kesepuluh prinsip itu adalah :

1. Akses informasi merupakan ak setiap individu

2. Akses informasi merupakan kelaziman sementara kerahasiaan
merupakan kekecualian

3. Hak akses informasi berlaku terhadap semua badan publik

4. Permintaan informasi harus dibuat sederhana dan cepat

5. Pejabat wajib membantu pemohon

6. Penolakan memberikan informasi harus dengan alasan yang

dibenarkan.
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7. Kepentingan publik harus diletakkan diatas kepentingan
merahasiakan informasi
8. Setiap orang berhak mengajukan keberatan atas keputusan yang
merugikannya
9. Badan publik harus proaktif memberikan informasi
10. Hak memperoleh informasi harus dijamin oleh suatu badan yang
independen.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi dalam
menangani kasus sengketa informasi antara lain kurangnya
pemahaman akan UU keterbukaan informasi , SDM, ruangan sidang
yang kurang luas dan memadai sampai yang paling penting adalah
anggaran. Kendala ruangan ini terkhusus pada ruangan untuk
melakukan proses ajudikasi non-litigasi.

Pemahaman yang kurang tentang UU keterbukaan informasi
publik menyebabkan pihak yang bersengketa kadang memandang
ringan jalannya proses penyelesaian sengketa informasi sehingga
salah satu pihak yang bersengketa kadang tidak hadir atau berharap
setelah melapor Komisi Informasi akan turun tangan sendiri
mengambilkan informasi yang diminta padahal prosedurnya tidak
seperti itu karena Komisi Informasi bertugas untuk menyita informasi.

Kurangnya SDM dalam Komisi Informasi menyebabkan para
komisioner perlu berhati hati dalam mendefinisikan UU keterbukaan
informasi dan merumuskan kesepakatan mengingat latar belakang

pendidikan dan kompetensi dari asisten komisioner cukup minim
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dalam ranah hukum. Belum lagi dalam mengurus berkas permintaan
kasus sengketa informasi yang banyak sehingga panitera kewalahan
mengingat masih kurangnya staf yang bertugas mengurus berkas
berkas yang masuk.

Persoalan anggaran sendiri menurut staf sangatlah vital karena
untuk menghadirkan pihak yang bersengketa serta mengurus
penyuratan serta konsumsi membutuhkan biaya. Karena kurangnya
anggaran ini mengakibatkan kurangnya referensi buku sehingga
mengakibatkan pemahaman akan UU keterbukaan informasi terbatas.
Peningkatan anggaran juga dibutuhkan untuk membiayai staf ahli dan
menghadirkan staf yang kompeten dalam bidangnya.

Berbagai hambatan yang dialami tidak boleh membuat para
komisioner dan staf Komisi Informasi tinggal diam dan tidak
mencarikan solusi yang tepat. Para komisioner dan staf harus banyak
mengikuti berbagai macam pelatihan seputar mediasi dan ajudikasi di
berbagai kota-kota besar yang masalahnya lebih beraneka ragam
untuk menambah pengalaman. Masalah SDM bisa dicarikan
alternative dengan banyak berdiskusi dengan Komisi Informasi Pusat
dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa informasi. Berkat
diskusi ini, para komisioner jadi lebih pandai dalam meyelesaikan
kasus sengketa informasi dan mampu menghindari bias. Menurut
Bapak Slamet Hariyanto Komisi Informasi, para komisioner dan staf di
Komisi Informasi ini sangat qualified jadi beliau percaya bahwa

apapun hambatannya komisioner dan staf pasti bisa menyelesaikan
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apapun kasus sengketa informasi yang masuk ke dalam Komisi
Informasi Jawa Tengah.

Kedepannya Bapak Zaenal Abidin Petir®® selaku anggota Komisi
Informasi berharap bahwa Komisi Informasi bisa melayani masyarakat
dengan lebih baik, sehingga dalam penyelesaian kasus sengketa
informasi mampu memahami tentang pentingnya UU keterbukaan
informasi publik secara baik kepada badan publik maupun masyarakat
luas.

Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa alternatif yang
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik akan tetapi masyarakat
pada umumnya masih banyak yang belum mengetahui secara detail
oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi yang diadakan antara
Pemerintah atau badan publik dengan Komisi Informasi Publik secara

bersama-sama.

% Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Tengah
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan temuan penulis pada bab sebelumnya

mengenai Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui

Ajudikasi Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik penulis membuat kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi
dilakukan karena adanya keberatan masyarakat terhadap Badan Publik
yang tidak memberikan tanggapan atau jawaban yang memuaskan
sehingga perselisihan antara kedua belah pihak tersebut diselesaikan di
Komisi Informasi. Sesuai fungsi tugas dan wewenangnya maka Komisi
Informasi memanggil para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan
secara mediasi. Proses mediasi dilakukan oleh mediator dan mediator
pembantu yaitu dengan menelusuri dan menggali kepentingan mereka
untuk mencapai kesepakatan, dan mediator mengusulkan agar
kesepakatan para pihak memuat sanksi yang para pihak yang
dikemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan dan keputusan yang
telah diambil. Namun apabila mediasi gagal atau tidak berhasil maka
Komisi Informasi menggelar sidang ajudikasi yang mana untuk memutus
perkara yang gagal seperti tersebut diatas. Putusan Komisi Informasi

atas penyelesaian sengketa dengan ajudikasi berupa :
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. pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian
informasi yang diminta berisikan salah satu perintah.

. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan
untuk memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang
diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan
Komisi Informasi.

. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta baik
sebagian atau seluruhnya.

. putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan tidak
disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi
tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan
keuangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang, tidak
ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak
sepenuhnya tidak dipenuhinya permintaan informasi, atau
pengenaan biaya yang tidak wajar serta penyampaian informasi
yang tidak tepat waktu.

. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
untuk menjalankan kewjibannya sebagaimana ditentukan oleh
Undang-Undang.

memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya
dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur

dalam UUKIP.
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g. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau
memutuskan ~ mengenai biaya  penelusuran  dan/atau

penggandaan informasi.

2. Kendala yang menyebabkan proses ajudikasi memakan waktu yang lama
yaitu kehadiran pemohon dan termohon. Untuk mengumpulkan majelis
komisioner yang telah ditunjuk untuk menangani proses ajudikasi cukup
memakan waktu sebab para komisioner juga mempunyai pekerjaan lain
diluar sebagai contohnya adalah advokat. Salah satu dari pihak
termohon ataupun termohon juga kadang berhalangan hadir sehingga
Komisi Informasi mesti membuat sidang ulang karena sidang tidak dapat
dilanjutkan jikalau majelis cuma menerima informasi dari salah satu pihak
saja yang bersengketa. Kurangnya pemahaman akan Undang-Undang
keterbukaan informasi pada instansi maupun masyarakat dan tidak
terbukanya badan publik menjadi dua kendala yang seringkali
menghambat proses ajudikasi sehingga mengakibatkan pihak termohon
menolak hadir atau mengutus perwakilan untuk datang menghadiri
sidang di Komisi Informasi Publik padahal pihak komisioner ingin
berbicara secara langsung dengan pihak pengambil keputusan suatu
badan publik tersebut. Sehingga solusinya adalah banyak mengikuti
pendidikan dan pelatihan agar menambah pengalaman yang lebih luas
dalam menangani permasalahan. Banyak melakukan diskusi agar para
komisioner lebih pandai dalam menyelesaiakan sengketa informasi dan

mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Memahami Undang-
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Undang Keterbukaan informasi publik serta mensosialisasikan dengan
masyarakat luas maupun Badan Publik, karena dengan era globalisasi
sekarang ini semua tekologi informasi berkembang dengan sangat cepat

dan apabila kita tidak mengikuti akan ketinggalan.

. Saran

. Bagi Pemerintah ajudikasi memakan waktu yang lama yaitu kehadiran
pemohon dan termohon untuk mengumpulkan majelis komisioner yang
telah ditunjuk untuk menangani proses ajudikasi sehingga cukup
memakan waktu maka para komisioner yang mempunyai pekerjaan lain
diluar sebagai komisioner contohnya adalah pengacara, maka sebaiknya
lebih fokus akan pekerjaan sebagai komisioner karena komisioner
adalah pekerjan pokok.

. Bagi Komisi Informasi karena satu dari pihak termohon ataupun
termohon juga kadang berhalangan hadir sehingga membuat sidang
ulang karena sidang tidak dapat dilanjutkan jikalau majelis cuma
menerima informasi dari salah satu pihak saja yang bersengketa
sebaiknya Komisi Informasi memberi peringatan lebih tegas dan di beri
sanksi. Karena era saat ini serba digital maka setiap komisioner ataupun
asistennya harus di diklat supaya lebih bertambah wawasannya serta
kompetensinya lebih baik dibandingkan dengan masyarakat umum.
Komisi Informasi harus memberikan pemahaman dan wawasan yang
luas akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan tidak hanya men

justice bahwa jika tidak melakukan uji konsekuensi akan di selesaikan
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dalam sidang di KIP sehingga menyebabkan kekhawatiran pada
lembaga publik atau masyarakat.

. Bagi masyarakat karena kurangnya pemahaman akan UU keterbukaan
informasi pada instansi maupun masyarakat dan tidak terbukanya badan
publik maka sebaiknya Komisi Informasi memberi sosialisasi kepada
semua lembaga secara intensif tanpa menunggu undangan dari badan

publik atau masyarakat.
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PUTUSAN
NOMOR : 004/PTS-A/V/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH Q%

1. IDENTITAS PARA PIHAK S@

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, me,&riﬁsa, dan memutus dalam

Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 003/S1/1/2017 @ng diajukan oleh :

Nama :  Eko Heru Santoso

Alamat : Karangdowo Rt. 004 .ng' Kelurahan Sragen Tengah,
Kecamatan Sragen. Kabt@\Sragen

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOH

RHADAP
Nama Bupat %5
Alamat kowatl No. 255 Sragen
Yang dalam hal i w/vaklll oleh Fajar Adhi Nugroho, ST, Rihandayani, SH, Tinuk Mardiati,
SH, Prijo Dwi anto, SH, Ahmad Masduki, SH dan Sunarwan, SH sebagaimana tercantum

dalam S@uasa Khusus Bupati Sragen nomor: 183/40/003/2017 tertanggal 21 Februari
2017@ selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

%.2] Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut;
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2. DUDUK PERKARA

Permohonan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada
tanggal 25 Januari 2017 dengan register sengketa Nomor : 003/SI1/1/2017.

Kronologi
[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan informasi kepada PPID pembantu Dinas Pekerjaan

Umum Kab. Sragen pada tanggal 15 November 2016 mengenai informasi Salinan Dokumen k
beserta dokumen pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari APBD —P, 016
sebagai berikut: &

a. Pembangunan Jalan Masaran-Sari {b‘

b. Pembangunan Jalan Dari-Karanganyar S

c. Pembangunan Jalan Sambirejo- Sari 4 o

d. Pembangunan Jalan Tanon-Bendo

e. Pembangunan Jalan Saradan-Mlongkolegi /c

f.  Pembangunan Jalan Plumbungan-Puro . Q

g.

Pembangunan Jalan Sambirejo- Pungsari %\

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat kglfemgian kepada Termohon karena tidak ditanggapinya

permohonan informasi pada tanggal 1 D r 2016;

[2.4] Bahwa Pemohon mengaju &rat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada
Komisi Informasi Provins%&ngah tertanggal 12 Januari 2017 dan diterima di Sekretariat Komisi
Informasi Provinsi JawaJTengah pada tanggal 17 Januari 2017.
O

[2.5] Bahwa )51 Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi
pertama ya Ilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 yang dilanjutkan dengan Mediasi
Pertgma Q dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.6] Bahwa Komisi informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Mediasi tahap
selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 dan 13 Maret 2017 yang dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon. Dalam proses tersebut mediasi dinyatakan gagal karena Pihak Pemohon

menarik diri dari proses mediasi;
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[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mingirimkan undangan Ajudikasi non
litigasi tahap selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017, 5 April 2017, 12 April
2017, 19 April 2017, dan 10 Mei 2017 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh

Termohon.

Petitum

[2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesanéeta
informasi publik antara Pemohon dengan Termohon. \J
Alat Bukti Pemohon S

[2.10] Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 12 April 2017 Mga'mkan alat bukti sebagai
berikut:

P-1 Fotocopy Putusan Komisi Informasi Pusat : 361/X/KIP/PS-M-A/2011 yang
telah dileges; .

P-2 Fotocopy Putusan Komisi Informasi N, Nomor : 374/X11/KIP-PS-A/2013 yang
telah dileges; %

P-3 Fotocopy Putusan Komisi Inf ¥ Pusat Nomor : 55/VII/KIP-PS-A/2015 yang telah
dileges;

P-4 Kliping berita dari Q@as.com yang dimuat pada hari rabu, 6 Juni 2012 pukul 22.33

WIB;
P-5 Foto kerusa@Saradan-MIokolegi;

]
P-6 Foto ker%an jalan Plumbungan-Puro.

Alat Bukti '@on
[2.11] Bga ahwa Termohon dalam persidangan tanggal 12 April 2017 mengajukan alat bukti

sepagai berkut:
1 Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Nomor : 18/11/2016 yang telah dileges;

T-2 Fotocopy Surat kepala Dinas PUPR No. 620/216-15/2017 Perihal Daftar Informasi
Publik yang telah dileges;

T-3 Fotocopy Surat Kepala DPU Kabupaten Sragen kepada Eko Heru Santoso No.
900/828-14/2016 perihal tanggapan permohonan informasi tanggal 2 desember 2016

yang telah dileges;

T-4 Fotocopy Summary report informasi terhadap 7 (tujuh) ruas jalan tahun anggaran
2016 yang bersumber dari APBD-P yang telah dileges;
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T-5 Fotocopy Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah
dileges;

T-6 Fotocopy KUHPerdata yang telah dileges;

T-7 Fotocopy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang telah
dileges;

T-8 Fotocopy Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang telah dileges;

T-9 Fotocopy Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah
dileges;

[2.12] Bahwa Bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 19 April 2017 menga;u@@buktl

tambahan sebagai berikut:

T-10 Fotocopy Penetapan Pejabat PPID Pemerintah Kabupaten omor 1 Tahun
2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang tela. dlleges,

T-11 Fotocopy Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2016@taﬁg Tata Kerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

yang telah dileges
T-12 Fotocopy Undang-Undang Nomor & Ta 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tld@at yang telah dileges;

‘O

3. KESI AN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon
[3.1] Bahwa Pemohon men a@ ke5|mpulan pada tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:
PENJELASAN &

1. Kedudukan Terw dan entitas Termohon
k

Termohon ad retaris Daerah Kabupaten Sragen dan/atau Bupati Sragen, berdasarkan UU
KIP dalamekeddukannya selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Hal ing tegas kemudian berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

ajibkan keberadaan PPID dan peralihannya, serta peraturan lain yang menegaskan:

a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi.

Pasal 36 ayat (2)
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Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas
keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
b. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 12:
(1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang
berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik
Negara yang bersangkutan.

(3) PPID dilingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara di tunjuk mean
Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 21: &

(1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun ter;bg sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan. 4 o

(2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jélwab PPID dapat dilakukan oleh
unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, kehumasan.

c. PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2010 Tgntglﬂedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan MNDAGRI dan Pemerintahan Daerah
Pasal 7 Ayat (5): é
PPID di lingkungan Pemerintah Kabu
Pasal 8 Ayat (3):
PPID dilingkungan Pemeri%ﬁn Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota

ota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

melalui Sekretaris Daera
d. UU 32 Tahun 2004& Pemerintahan Daerah

Pasal 121 ayat (?)}

Dalam pelal s@ tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris

daerah be &ung jawab kepada kepala daerah.

Pasal & (4:

Sel@ris Daerah karena kedudukannya sebagai Pembina pengawai negeri sipil di daerahnya.
jelasan:

Yang dimaksud dengan “ Pembina” pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan

pengembangan profesionalisme dan karier pegawai negeri sipil di daerah dalam rangka

peningkatan Kinerja.

Entitas Termohon
a. Undang-undang 14 Tahun 2008:

Pasal 1 angka 3 :
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Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lainnya yang berfungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruhnya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruhnya dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

b. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 angka 3 :
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 5 : Q:Q

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom utL& gatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 5%@ sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 angka (1) o
Urusan wajib yang menjadi kewenagan pemerintahan daerah \untuk kabupaten/kota merupakan
urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: &
Huruf : 2,
[ 4
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan: %\,

0. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya:

p. urusan wajib lainnya yang diamanatka
Pasal 22 :
Dalam menyelenggarakan otom&n((dae ah mempunyai kewajiban :

eraturan perundang-undangan.

Huruf :

c. Mengembangkan k Mmokrasi;
n. menerpkan pe'rwan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan

0. kewajibah Ia@ang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 a x

Dalam W&kamugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26,
pal erah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban :

d.  Melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
f.  Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemeritah daerah;
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 :

Pasal 3 ayat :
(1) : Ruang Lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup : a. lembaga eksekutif;
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(2) : Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum pada lampiran 1
tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Lampiran | huruf A angka 6 :
c. Permerintah Daerah Kabupaten/Kota
d. DPRD Kabupaten/Kota
2. Fakta-fakta Persidangan

Beberapa hal penting- sesuai arahan Ketua Majelis pada 12 April 2017 — yang belum disampaikan
selama dan dalam rangkaian sidang ajudikasi non litigasi, adalah :
a. Sidang Pemeriksaan (Kamis,22 Februari 2017)

1. Pada tanggal 22 Februari 2017 telah dilakukan sidang pertama dengan surat @n
nomor 019/KI-JTG/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 di kantor KIP Jateng. sidang
pemeriksaan pertama disepakati untuk mediasi sesuai dengan pasal 35 a uruf ¢ UU
No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (selan sebut UU KIP)
Junto pasal 37 peraturan KI nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur J%nyelesalan sengketa

informasi publik.

2. Sidang mediasi pertama dilakukan pada tangal 29 Februari 2017 dengan surat
pemberitahuan nomor 033/KI-JTG/11/2017 tal 3/02/2017 bertempat di KPU
Kabupaten Sragen, mediasi pertama ini belgm maggenuhi kesepakatan dikarenakan pihak
termohon masih bersihkukuh bahwa doku éY\yang diminta pemohon adalah salah satu
yang dikecualikan. %

3. Setelah mediasi gagal ke 2 pada al 13 Maret 2017 dengan surat pemberitahuan
044/KI-JTG/111/2017 tanggal 03/03/017 bertempat di kantor Kl Jateng, pada mediasi ke dua,
pihak termohon (Bupati gen atau yang diberi kuasa tidak hadir, karena pada mediasi
ke dua tanggal 13 Mar 7 pihak Termohon Bupati Sragen atau yang diberi kuasa tidak
hadir maka saya P$/ menarik diri dari mediasi dan mengajukan ajudikasi.

4. Namun Majel' Isioner memutuskan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

b. Sidang Pe u Rabu 5 April 2017)

1. Pada f@NJabu tanggal 5 April 2017 dilakukan sidang pembuktian dengan nomor 059/KI-
JY 017 tertanggal 27 Maret 2017 bertempat di kantor Kl Jateng, selaku pihak

ohn Bupati Sragen atau yang mewakili tidak membawa alat bukti yang sah dan hakim

menunda sidang.

2. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dilakukan sidang lanjutan pembuktian antara para pihak,
pihak Termohon bersikuku tidak memberikan yang di minta Pemohon dikarenakan dokumen
kontrak yang diminta termasuk yang dikecualikan, pihak hakim menghendaki Termohon

untuk melakukan Uji Konsekuensi atas apa yang dikecualikan oleh pihak Termohon.
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3. Selanjutnya Pemohon menyampaikan keterangan bahwa : kedududkannya meminta
dokumen tersebut adalah sebagai Warga Negara, adapun peruntukan dokumen tersebut sudah
sangat jelas, sebagaimana diatur dalam :

a) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah : Pasal 147 ayat (3), Pasal 20 Ayat (1),
Pasal 23;

b) UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN : Pasal
3;

c) PP 58/2005 TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat (1);

d) PERMENDAGRI 59/2007 tentang perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006 tentang

Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah : Pasal 4 ayat (1) dan (7);

c. Sidang Pembuktian Lanjutan (Rabu 19 April 2017) 0
1) Termohon dibrikan kesempatan lebih dahulu untuk menyerahkan hasi Qonsekuenm
terhadap apa yang dikecualikan oleh pihak Termohon. (b’
KESIMPULAN S

Keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi — yang memberi@ kewenagan kepada Komsi
Informasi Publik untuk menjaga dan menjamin, dalam konteks memerlksa dan memutuskan hak
informasi masyarakat —telah membawa paradigm baru d /ﬁjldupan berbangsa dan bernegara.
Artinya, Hak atas informasi merupakan hak dasar ,yan njadi sokoguru pemerintahan yang
transparan dan partisipatoris, yang dengannya men an jalan yang lempang bagi tersedianya
jaminan pemenuhan hak-hak fundamental dan ke n lainnya.

Hanya saja diperlukan kesadaran bersama existing saja tidak cukup, melainkan selanjutnya
bagaimana lembaga ini secara progreg€if$riampu menjawab persoalan- persoalan Keterbukaan
Informasi di tengah “’budaya’’ ‘ watak” yang sudah nyaman dengan ketertutupan. Sehingga
pada akhirnya Keterbukaan In i Publik bukan hanya terbatas pada instrument dan lembaga
formalnya, melainkan se%&amlal baik instrument maupun lembaga formalnya benar telah
menjelma dalam keran'g@pe egakan dan implementasinya.

Berdasarkan hale a@ing telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memberikan
kesimpulan a r kiranya Majelis Komisioner dapat memutus:

Serta ala&é ambilan suatu keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

K lan Termohon

[3.2] Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:
PENDAHULUAN

Bahwa hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-
undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal ini adalah hak Pemohon

untuk meminta informasi public sebagaimana yang dimohonkan. Namun demikian tidak

semua informasi dapat dibuka / diakses Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-
undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa ada beberapa informasi
publik yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena dapat mengganggu kepentingan Hak atas

Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor: 004/PTS-A/\V/2017



Kekayaan Intelektual (HaKl) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang
tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

Sebagai Lembaga Publik Pemerintah dalam hal ini bukan hanya melaksanakan kewajiban
pemenuhan Hak Asasi Manusia namun demikian juga perlu memperhatikan kepentingan umum dan
kerahasiaan dokumen Negara yang harus dilindungi.

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih lengap dalam sengketa informasi public yang
sedang dilakukan ajudikasi saat ini, berikut kami sampaikan keberatan memberikan Dokumen
dimaksud Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN DUDUK PERKARA

a. Bahwa Pemohon sebagai individu tidak mempunyai kapasitas untuk meminta informas ic
A Quo untuk kepentingan publikasi masyarakat berkaitan dengan informasi yang
dimohonkan yaitu Salinan Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukung bangunan

jalan yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Sragen Tahun 2016 sebha@a kut :
- Pembangunan jalan Masaran-Sari. bs

- Pembangunan jalan Dari-Karanganyar. 4 e

- Pembangunan jalan Sambirejo-Sari.

\
- Pembangunan jalan Tanon-Bendo. Q‘*

- Pembangunan jalan Saradan-Mlokolegi.

- Pembangunan jalan Plumbungan-Puro. %\v
- Pembangunan jalan Sambirejo-Pungsag.
b. Bahwa Pemohon sebagai individu ti empunyai kepentingan secara langsung terhadap

informasi publik yang dimohonka
c. Bahwa terhadap permohorﬂgjokumen dimaksud, Termohon telah memberikan pelayanan
informasi publik secara paiut $rantaranya :
- Menyampaikan %Pemohon bahwa informasi yang terbuka untuk publik telah
dipublikamk’a\'elalm website http://Ipse.sragenkab.go.id.

- membé ummary report informasi lelang terhadap 7 (tujuh) ruas jalan Tahun
016 APBD-P.Namun demikian Pemohon tidak mau menerima.
d. Ba @on tetap meminta dokumen kontrak beserta pendukugnya, yang kemudian
dIS aikan jawaban tertulis oleh Kepala DPU Kabupaten Sragen Nomor Surat 900/828-
/2016 (bukti T-3), dalam hal ini Pemohon tidak mau menerima.

2. ARGUMENTASI HUKUM
a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik : “Setiap badan publik wajib membuka akses bagi
setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali ...j informasi
yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini dokumen kontrak
yang dimohonkan merupakan bagian dari perikatan dua belah pihak yang terikat hokum
keperdataan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338 : ““ Semua persetujuan yang

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
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membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1339 : “ Persetujuan tidak
hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala
sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau
undang-undang. Dan dalam Pasal 1340 : “Persetujuan hanya berlau anatara pihak-pihak
yang membuatnya persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat
member kuntungan kepada pihak ketiga elain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.
Dari ketentuan tersebut termohon berargumetasi bahwa dalam dokumen kontrak dimaksu
hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan perikatan / perjanjian, apabila dibu
diberikan tanpa persetujuan kedua belah pihak kepada pihak lain dikhawatirW nada
tuntutan baik perdata maupun pidana oleh para pihak yang mengikatkan dlrl& perjanjian
tersebut dan apabila ada penyalahgunaan dokumen yang dimohonkan ohon informasi
public yang kapasitasnya sebagai perorangan dan tidak mempuny%pentmgan terhadap
dokumen dimaksud.
b. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha tidak Sehat dijelaskan dalam g&
at

- Pasal 1 huruf f:  Persaingan usaha tidak seh lah persaingan anatara pelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan produksi da%%u pemasaran barang dan/ atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur a awan hokum atau menghambat persaingan
usaha.

- Pasal 23 : “Pelaku usaha dilgffary bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan

an terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

sehingga dapat men
Dari ketentuan ter%/ ermohon berpendapat apabila dokumen dimaksud dibuka dan
diberikan dikhaw;

dapat men @ epentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan

informasi kegiatan us%esa'ngnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan
[

disalahgunakan oleh pihak lain dalam hal ini pesaing usaha sehingga

dari per usaha tidak sehat.
c. Bah ai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Da& dijelaskan :
é’Pasal 1 ayat (1) : “ Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
Bidang Teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pihak pemilik rahasia dagang.
- Pasal 3 ayat (1) : “ Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya

sebagaimana mestinya.
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- Pasal 3 ayat (3) : “ Informasi dianggap mempunyai nilai ekonomi apabila sifat
kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha
yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan secara ekonomis.

Dari ketentuan tersebut Termohon berpendapat apabila dokumen dimaksud dibuka ke publik
sementara di dalamnya terdapat dokumen spesifikasi yang merupakan rahasia perusahaan
(penyedia jasa), maka dokumen yang dimaksud harus dilindungi.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kerja

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

dijelaskan :

- Pasal 21 ayat (1) : “ Setiap badan public wajib membuka akses informasi j gi
setiap Pemohon informasi public, kecuali informasi yang dikecualikan(/5epagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ket?gduSd
Publik.

- Pasal 21 ayat (2) : “ Pengecualian informasi public didaﬁan.pada pengujian tentang

an Informasi

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberika ta dipertimbangkandengan
seksama bahwa menutupi informasi publik dapawlindungi kepentingan yang lebih

besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dari ketentuan tersebut Termohon berpendap Mwa dokumen dimaksud setelah dilakukan
uji konsekuensi termasuk dalam informa@ dikecualikan sehingga tidak bisa dibuka/

diakses publik.

3. ALAT BUKTI

a.
b.

C.

d.

e«

g.
h.

T-1: Formulir Permohon rmasi Nomor 18/11/2016.

T-2 : Surat Kepala %’R Nomor : 620/216-15/2017 perihal Daftar Informasi Publik.
T-3 : Surat Kefala DPU Kabupaten Sragen Kepda Eko Heru Santoso Nomor : 900/828-
14/2016 peei a@%{;apan permohonan informasi tanggal 2 Desember 2016.

Bahwa alat bukti yang telah di%aik n oleh Termohon kepada Majelis Komisioner adalah :

T-4:Su Report Informasi Lelang terhadap 7 (tujuh) Ruas Jalan Tahun Anggaran 2016
yan ber dari APBD-P.
T- ndang-undang Nomor 28 Tahun2014 tentang Hak Cipta.

‘0 : KUH Perdata.
T-7 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
T-8 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
T-9 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dan tambahan alat bukti :

j.

T-10 : Penetapan Pejabat PPID Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
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k. T-11 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahunn 2016 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Ligkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

I. T-12 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. PENUTUP

Bahwa berdasarkan argument, dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar kiranya berkenan untuk memutuskan sengketa

ini dengan keputusan :

1. Menyatakan informasi Aquo adalah informasi yang tidak dapat dibuka untuk publik.

@0%

4. PERTIMBANGAN HUKUM (b’&

2. Menolak seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik.

[4.1] Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok se‘tjaior.ang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi hanan nasional, bahwa hak
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterjpdkaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokratis yang me@un tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good®goverrdance);

<

[4.2] Menimbang bahwa transparasi merupak nat konstitusi Negara Republik Indonesia yang

termaktub dalam pasal 28 F Undang-Un asar Negara Republik Indonesia yang memberikan

hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;

¢
[4.3] Menimbang bahwa pgntj transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka
dibutuhkanlah keterbgkaan&tormasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik t %p penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu
yang berakibat p; pentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu
upaya untuk@mbangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14

tahun 20@ ang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.4]Wenimbang bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau
transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan
berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat
perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance);
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[4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf
a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik (Perki PPSIP);

[4.6] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya

disebut /Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutus
permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon; 0

3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di %@ sengketa
informasi; ‘b‘

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 8

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai begikut ®

\

A Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa T

o
[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ‘hpal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter Informasi Publik  juncto Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik (Perki PPSIP), yan pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Jawa

Tengah berwenang menyelesaika@gke a Informasi Publik melalui ajudikasi;

[4.8] Menimbang bahwa pﬁ)( an a quo merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik yang menyaﬁﬁut idak dipenuhinya permohonan informasi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3% ,a 1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik\jdncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2Q ang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);

[A/%imbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki
PPSIP), yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat

provinsi;
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2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota

belum terbentuk;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.7], [4.8], dan [4.9] Majelis
berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menerima, memeriksa, dan

memutus permohonan a quo;
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf ¢ Undan -%g
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angkaged: sal 30
ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 20]& ng Standar
Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayaj«1) ayat (2), Pasal
10, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentarfg%osedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya F%)hen merupakan Pemohon

Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan informa\si publik dan menempuh upaya

keberatan kepada Termohon; q‘*
O%

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negar esia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk bernomor 331410161278000 ama Eko Heru Santoso;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permoh

2. Bahwa Pemohon mengajukan Per informasi kepada PPID pembantu Dinas Pekerjaan
Umum Kab. Sragen pada tan%uﬁ ovember 2016;

3. Bahwa Pemohon mengaj rat keberatan kepada Termohon karena tidak ditanggapinya
permohonan informa%&ggal 1 Desember 2016;

4. Bahwa Pemohon',%ng jukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
kepada Kon# i@rmasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 Januari 2017 dan diterima di

Sekretari si Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Januari 2017.

m Majelis, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya

[4.1 !\Qﬂbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas,
e
Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan informasi publik menyebutkan:
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“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah
atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatandan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah,
sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.

[4.15] Menimbang Termohon adalah Badan Publik Eksekutif yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan [4.15] Majelis ber %at
bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan P

X

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informad {b“

[4.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon tgm nfengajukan permohonan
informasi pada tanggal 15 November 2016, keberatan pemohon pada tanggal 1 Desember 2016, dan
permohonan penyelesaian sengketa informasi pada terta Iﬁg Januari 2017 dan diterima pada
tanggal 17 Januari 2017. Q

[4.18] Menimbang pasal 36 ayat (1) juncto Paﬁ&%ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi 0 Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pro

enyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)
menyatakan pada pokoknya bah epay penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam
waktu paling lambat 14 (empa ) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja untuk atasan PP& memberikan tanggapan tertulis;

o
[4.19] Menimba a berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] dan [4.18] Majelis Komisioner
berpendapat b %ngka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

kepada K »Informasi Provinsi Jawa Tengah terpenuhi;

T/%germohonan Informasi Publik

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang

dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
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2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi
publik disertai alasan yaitu untuk dipublikasikan ke masyarakat;

3. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh
informasi  publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan
informasi publik;

4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan

publik, selain infomasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui r
permohonan informasi publik. ‘&

<
[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan : &
1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik éai dengan prosedur
permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Und‘ﬂ-Uhdang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki I&\
2. Bahwa dalam permohonan informasi pubI.ik Qada Termohon, Pemohon telah
mencantumkan alasan untuk dipublikasikan ke m&kat;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta ge onan dalam surat permohonan informasi publik
kepada Termohon, Pemohon telah mengntymkan alasan permohonannya untuk dipublikasikan ke

masyarakat; (

[4.23] Menimbang bahw@rkan uraian pada paragraf [4.20], [4.21] dan [4.22], Majelis
berpendapat bahwa pe'r ohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan

ketentuan peratu @undang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keter nformasi Publik mengatur permohonan informasi publik disertai alasan;

Pokdk P&smohonan

[4. enimbang bahwa dari fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon, Majelis menemukan fakta

hukum dan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta tersebut merupakan

hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon sebagaimana diuraikan
dalam duduk perkara;

2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk

perkara.
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E. Pendapat Majelis

[4.25] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh
isi berkas permohonan penyelesaian sengketa aquo, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian
sengketa pemohon, jawaban termohon, tanggapan pemohon atas jawaban termohon, alat-alat bukti
tertulis pemohon dan termohon serta kesimpulan pemohon dan termohon, selanjutnya Majelis
Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

[4.26] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagimana diatur dalam pasal 17 UU No.14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan n
seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih ripada
membukanya atau sebaliknya; \4

>

[4.27] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIP) wajib melakukan
pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-%ng Keterbukaan Informasi
Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana
diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi hun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik; R Q

[4.28] Menimbang PPID yang melakukan pengtm%nsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publj Jib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan
tegas pada undang-undang yang diac menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan,

sebagaimana diatur dalam pasal

éyat 1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publj

[4.29] Menimbang alﬁsa&a

Komisi Informas.i Ngi\hun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik harus dinyatakan

gaimana dimaksud didalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan

secara tertulis bentuk penetapan dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas

permohonanyl asi pemohon, hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 16 ayat (3)

Perat ra@

[4.30Y Menimbang bahwa jika Badan Publik berkeinginan menyatakan informasi publik tertentu

isi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

yang dikuasai badan publik dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus
didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan

Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

[4.31] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana bukti T-
10 berupa Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kab.Sragen No.01

Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
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[4.32] Menimbang bahwa informasi publik yang telah ditetapkan melalui pengujian konsekuensi
setidaknya memuat beberapa hal yaitu : a). jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan; b).
identitas pejabat yang menetapkan; c). badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
d). jangka waktu pengecualian; e). alasan pengecualian dan f). tempat dan tanggal penetapan;

[4.33] Menimbang bahwa bukti T-10 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kab.Sragen No0.01 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan,
menjelaskan informasi publik yang ditetapkan dalam pengecualian tidak memuat rincian secara
lengkap sebagaimana paragraph [4.32];

[4.34] Menimbang bahwa didalam fakta persidangan ajudikasi nonlitigasi, pengujiaé@kuensi
yang dilakukan Termohon hanya sebatas pada dokumen kontrak yang dimohonkar)Q hon dalam

obyek sengketa perkara aquo; ,S(b“

[4.35] Menimbang bahwa didalam Kesimpulan Tertulis yang ﬁmpaikan oleh Termohon,
sebagaimana Kesimpulan Tertulis Termohon angka 2 Argumentasi Hukum huruf a, dimana yang pada
pokok perkaranya Termohon ingin menyampaikan bahwa i 1&; yang dimohonkan oleh Pemohon
merupakan kategori informasi yang dikecualikan, sebggaﬁa dasar hukum pengujian konsekuensi
yang digunakan Lampiran Il Penetapan Pejabat Pe Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kab.Sragen No.01 Tahun 2017 tentang Klasifikasy %

yaitu pasal 1338 KUHPerdata, 1339 KUHPerda

rmasi Yang Dikecualikan PPID Kab.Sragen
an 1340 KUH Perdata;

[4.36] Menimbang bahwa menur Gf. Subekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXIIl,
PT.Intermasa, Jakarta, 2003, hgl:9%nenyampaikan “hukum perdata” dalam arti yang luas meliputi
semua hukum “privat mat@ayil™$yditu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan- kepentingan
perseorangan. Oleh k'aQan a kesimpulan Termohon sebagaimana paragraph [4.35] merupakan

hubungan keperda a@ntara para pihak dalam membuat perjanjian, namun hal tersebut tidak dapat

digunakan seb
No.1 tahu

perjdhjia

sar hukum pengecualian, sebab pasal 13 huruf e Peraturan Komisi Informasi
tentang Standar Layanan Informasi Publik telah jelas mengatur yaitu “surat-surat
ngan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya merupakan kategori informasi tersedia

set at”;

[4.37] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana
Swakelola. sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan
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Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

[4.38] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak pengadaan
barang/jasa meliputi :

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;

b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan 0%

[4.39] Menimbang bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan % LP/Pejabat
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh k dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angkpg Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan %ngﬁ]asa Pemerintah juncto
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pe oﬁg Barang/Jasa Pemerintah juncto
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tghugw Tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang P an Barang/Jasa Pemerintah;

:am ketentuan Bab | huruf E Penyusuanan KAK
adaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012

[4.40] Menimbang bahwa sebagaimana dia

Peraturan Kepala Lembaga Kebijaka

Perubahan Kedua atas Peratur iden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

tentang Petunjuk Teknis Peratur, %Sresi en Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Pemerintah menyatakan'% didalam mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, Pengguna
Anggaran (PA) menyu

a. uraian keglatar?x[;@kan dilaksanakan . . . dst

b. waktu yang an dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan . . . dst

K (Kerangka Acuan Kerja) yang memuat sekurangnya :

nis barang/jasa yang akan diadakan.
tal perkiraan biaya pekerjaan . . . dst

[4.41] Menimbang bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, semenjak awal Pengguna Anggaran
(PA) telah diamanatkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa secara terbuka
kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR/DPRD sebelum
pengumuman pengadaan barang/jasa oleh ULP. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam
ketentuan Bab | huruf F Pengumuman Rencana Umum Pengadaan angka 1 Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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[4.42] Menimbang bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud paragraph [4.41] sekurangnya
berisi:

a. nama dan alamat PA

b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan

c. lokasi pekerjaan

d. perkiraan nilai pekerjaan

[4.43] Menimbang bahwa pengumuman sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui website

resmi dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diatu m

ketentuan Bab | huruf F Pengumuman Rencana Umum Pengadaan angka 4 Per epala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentan% juk Teknis

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang% an Kedua atas
e

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemgrintah

[
[4.44] Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat\ (1) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengada &ang/Jasa Pemerintah, pengadaan
barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektropik; Q

>

107 Peraturan Presiden Republik Indonesia

[4.45] Menimbang bahwa sebagaimana ketentu
Nomor 54 tahun 2010 Tentang PengadggnNBarang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah secara elektronik bertujuan
a. meningkatkan transparansi dan @tabi itas;
b. meningkatkan akses pasar da ingan usaha yang sehat;
c. memperbaiki tingkat ef%( oses Pengadaan;

d. mendukung proses Wo Ing dan audit; dan

e. memenuhi keb@ akses informasi yang real time.

[4.46] Me g bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraph [4.39], [4.40], [4.41], [4.42],
[4.49], ] dan [4.45] menunjukan bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, dokumen
pe n barang/jasa yang didalamnya berisi Dokumen Kontrak, Rencana Anggaran Biaya

maupun Spesifikasi teknis bukan menjadi sesuatu informasi yang tertutup atau informasi yang
dikecualikan, yang dibuka menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, akan tetapi justru

merupakan informasi yang bersifat terbuka;

[4.47] Menimbang bahwa pelaksanaan lelang baik secara umum pasca kualifikasi maupun
prakualifikasi dengan metoda sistem yang diatur didalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
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Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah mengamanatkan kepada
Kelompok Kerja ULP untuk  mengumumkan pemenang didalam  website
kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing serta papan pengumuman resmi
untuk masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat :

a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS

b. nama, NPWP, dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi

c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga untuk seluruh peserta yang dievaluasi

[4.48] Menimbang bahwa dengan yang dimaksud paragraph [4.47] tersebut, Majelis Komisjoner
berpendapat bahwa dengan bahasa “sekurang-kurangnya” berarti bisa saja yang diumumkas geak
hanya sebatas tersebut diatas, melainkan bisa lebih yang itu menjadi kebutuhan mas alam

melakukan kontrol sosial, yang diantaranya adalah keterbutuhan informasi yar& ukan oleh

Pemohon kepada Termohon; ,S(bd

[4.49] Menimbang bahwa jika mendasarkan ketentuan teknis beruﬁemturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tah & Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang.Pe&an Barang/Jasa Pemerintah tersebut,
Majelis Komisioner berpendapat bahwa setelah pro laksanaan lelang /pengadaan barang/jasa
selesai, maka Dokumen Pengadaan Barang/Jas okumen Lelang merupakan dokumen yang

bersifat terbuka;

yang bersumber dari APBD-P 2016 berupa :
a. Pembangunan Jalan a@éari
Pembangunan Jalf ari-Karanganyar
Pembangunah g

[4.50] Menimbang bahwa Dokur‘g@(ont ak beserta Dokumen Pendukungnhya pembangunan jalan

o

ambirejo- Sari

PembangygaMyJalan Tanon-Bendo

C.
d.

e. Pemba n Jalan Saradan-Mlongkolegi
f. em&unan Jalan Plumbungan-Puro

g. angunan Jalan Sambirejo- Pungsari

merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1)
huruf e UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 13 ayat (1) huruf e

Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
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[4.51] Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, majelis komisioner mempertimbangkan
Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 15 November 2016 dan Keberatan Pemohon tertanggal
1 Desember 2016, kemudian Termohon memberikan tanggapan tertulis dengan Surat Tanggapan
Permohonan Informasi N0.900/828-14/2016 sebagaimana alat bukti T-3. Namun bunyi isi dari Surat
Tanggapan Termohon tidak berisi Penetapan Pengecualian Informasi yang dimaksud dalam
sengketa aquo dan tidak disertakan dalam tanggapan, melainkan yang pada pokoknya berisi bahwa
rincian informasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor:
391/ KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementrian Pekerjaan
Umum merupakan informasi dikecualikan;

[4.52] Menimbang bahwa didalam alat bukti T-3 Termohon, menjelaskan berkaitan SW%%
Menteri Pekerjaan Umum nomor: 391/ KPTS/M/2011 merupakan Surat Keputusan % I Pekerjaan
Umum nomor: 391/ KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi IndQr di Lingkungan
Kementrian Pekerjaan Umum, merupakan penetapan tertulis kategori infzﬁsi yang didalamnya
terdapat informasi dikecualikan dilingkungan Kementerian Pekerjmumum. Penetapan tertulis
tersebut merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana
didalam Ketentuan pasal 19 Undang-undang No.14 tahun 2 7&?ang Keterbukaan Informasi Publik
juncto pasal 16 Peraturan Komisi Informasi No.1 tat.wun tentang Standar Layanan Informasi

melakukan penolakan pemberian informasi d

Publik. Oleh karenanya hal tersebut tidak da Mijadikan dasar hukum Termohon untuk
Q\ﬁalasan pengecualian didalam penyelesaian

sengketa informasi;

[4.51] Menimbang bahwa berda, r@n raian pada paragraf [4.25], [4.26], [4.27], [4.28], [4.29],
[4.30], [4.31], [4.32], [4.33], [4.35], [4.36], [4.37], [4.38], [4.39], [4.40], [4.41], [4.42],
[4.43], [4.44], [4.45], N [4.48], [4.49], [4.50], [4.51] dan [4.52] Majelis Komisioner
berpendapat bahwa Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan yang
bersumber dari A!Pg% ahun 2016

informasi yag

O 5. KESIMPULAN MAJELIS

, melainkan

dia Setiap Saat;

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus

permohonan a quo;

[5.2] Bahwa, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan

dalam perkara a quo;
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[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara

a quo;

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang
ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[5.5] Bahwa informasi Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan
yang bersumber dari APBD-P Tahun 2016 bukan merupakan informasi yang dikecualikan

sebagaimana pasal 17 huruf J UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, me%\n
informasi yang Tersedia Setiap Saat; %

[5.6] Bahwa informasi bahwa Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendu @h pembangunan
jalan yang bersumber dari APBD-P Tahun 2016 berupa : l%

Pembangunan Jalan Masaran-Sari 4 o

Pembangunan Jalan Dari-Karanganyar

Pembangunan Jalan Sambirejo- Sari ‘C

Pembangunan Jalan Tanon-Bendo R Q

Pembangunan Jalan Saradan-Mlongkolegi x

Pembangunan Jalan Plumbungan-Puro (b'%

@ =~ ® o 0o T ®

Pembangunan Jalan Sambirejo- Pungsarj

merupakan informasi yang wajib terseqi ap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1)

huruf e UU No.14 tahun 2008 tergg Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 13 ayat (1) huruf e

Peraturan Komisi Informasi No, L taun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

N
,\ 6. AMAR PUTUSAN
O Memutuskan,
[é%{ngabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Membatalkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kab.Sragen No.01 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan beserta lampiranya
tertanggal 17 April 2017;
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[6.3] Memerintahkan Termohon selaku Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya memberikan
Dokumen Kontrak beserta Dokumen Pendukungnya pembangunan jalan yang bersumber dari
APBD-P Tahun 2016 berupa :

a. Pembangunan Jalan Masaran-Sari

b. Pembangunan Jalan Dari-Karanganyar

c. Pembangunan Jalan Sambirejo- Sari

d. Pembangunan Jalan Tanon-Bendo

e. Pembangunan Jalan Saradan-Mlongkolegi
f.  Pembangunan Jalan Plumbungan-Puro

g. Pembangunan Jalan Sambirejo- Pungsari 0%

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemol@bagaimana
dimaksud pada paragrap [6.3] setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. S‘b’

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komis]&ne? yang terdiri atas Drs.
Sosiawan selaku Ketua merangkap Anggota, Handoko Agung\.S, S.Sos dan Nur Fuad, S.Ag
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin 8% 7 dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei.201
namanya tersebut di atas, dengan didampingi ;N Hidayati Ningsih, SH sebagai Panitera

h Majelis Komisioner yang nama-

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Ter

ajelis

Ttd

. xo Handoko Agung .S, S.Sos
Anggo@%is Anggota Majelis
td

E ODrs. Sosiawan Nur Fuad, S. Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Hidayati Ningsih, SH
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